SISTEM PERHITUNGAN HASIL IMPLEMENTASI
PERJANJIAN KONSINYASI OLEH PIHAK OUTLET KUE DI
KECAMATAN KUTA ALAM DALAM TINJAUAN AKAD
WADI’AH BI AL-UJRAH

SKRIPSI

| sy |
AR-RANIRY

Diajukan Oleh:

MERITA ELMILDA
NIM. 200102154
Mahasiswa Fakultas Syari‘ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari‘ah

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2024 M/1446 H



SISTEM PERHITUNGAN HASIL IMPLEMENTASI
PERJANJIAN KONSINYASI OLEH PIHAK OUTLET KUE DI
KECAMATAN KUTA ALAM DALAM TINJAUAN AKAD
WADI’AH BI AL-UJRAH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)

dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari’ah

Oleh:

MERITA ELMILDA
NIM: 200102154
Mahasiswa Fakultas Syari‘ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah

Disetujui untuk Dimunagasyahkan oleh :

Pembimbing I Pembimbing II
€]

oy i

Prof. Dr. Muhanifiad Maulana, M.A T. Surya/Reza, S.H.M.H
NIP. 19%204261997031002 NIP. 199411212020121009




SISTEM PERHITUNGAN HASIL IMPLEMENTASI
PERJANJIAN KONSINYASI OLEH PIHAK OUTLET KUE DI
KECAMATAN KUTA ALAM DALAM TINJAUAN AKAD,
WADI’AH BI AL-UJRAH

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari’ah

Pada Hari/Tanggal: 2 Agustus 2024 M
30 Muharram 1446 H
di Darussatam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munagasyah Skripsi:

Ketua

Surya Reza, S.H..M.H
NIP. 199411212020121009

Penguji 11
N
“Shabarullah, MH
NIP. 19751 101"007012027 NIP. 199312222020121011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syanah dan Hukum
Banda Aceh

%) 'Proff;_ Or. Kamaruyzaman, M. Sh {~
& NIP 197809172009121006

iii



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawabh ini
Nama  : Merita Elmilda
NIM : 200102154
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari’ah
Fakultas : Syari’ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan
mempertanggung jawabkan.

Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.

3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli
atau tanpa izin pemilik karya.

Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.

Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas
karya ini.

>

eSS

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya,dan telah
melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang
ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap
untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan
aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Juli 2024

e ( ang menyatakan,

¢
&)
&) METERAIl'
a?m;- TEMPEL
O5206A1 235582638 erlta Imilda

ULUH EIBL RUBIAH



ABSTRAK
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Judul Skripsi : Sistem Perhitungan Hasil Implementasi Perjanjian

Konsinyasi Oleh Pihak Outlet Kue Di Kecamatan Kuta
Alam Dalam Tinjauan Akad Wadi’ah Bi Al-Ujrah
Tanggal Sidang  : 2 Agustus 2024

Tebal Skripsi : 50 halaman

Pembimbing I . Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A

Pembimbing |1 : T. Surya Reza, S.H.,M.H.

Kata Kunci : Perhitungan, Perjanjian Konsinyasi, Outlet kue, Wadi’'ah Bi
Al-ujrah

Perhitungan dari hasil perjanjian konsinyasi pemilik outlet dengan pembuat kue
merupakan hasil kerjasama dan memperoleh keuntungan dari hasil kerjasama
dengan prinsip perjanjian konsinyasi. Namun realitanya pada praktik
perhitungan hasil perjanjian konsinyasi pihak pembuat kue dan pihak pemilik
outlet di Kecamatan Kuta Alam hanya menguntungkan sebelah pihak. Sehingga
merugikan sebelah pihak. Oleh karena itu penulis ingin meneliti terkait
perhitungan pendapatan dan perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pihak
pemilik outlet kue dengan pihak pembuat kue, praktik pembagian hasil dari
pendapatan penjualan kue berdasarkan perjanjian konsinyasi yang dilakukan
oleh kedua pihak, dan tinjauan akad wadi ah bi al- ujrah pada perhitungan hasil
perjanjian konsinyasi pihak outlet di Kecamatan Kuta Alam. Perolehan data
dilakukan dengan metode penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan,
dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil
penelitian diperolen bahwa; Pertama, pada praktik usaha penjualan kue
diterapkan perjanjian konsinyasi antara pihak outlet dengan pihak pembuat
kue dengan menyepakati pembagian keuntungan yang diperoleh dari
penjualan kue yang biasanya ditetapkan oleh pihak pembuat kue
berdasarkan modal pembuatan kue, namun harga kue yang dijual pihak
outlet yang berada di Kuta Alam harganya relatif lebih tinggi daripada harga
awal yang dititipkan oleh penitip kue. Kedua, pembagian dari hasil keuntungan
penjualan kue ditetapkan 40% untuk pembuat kue dan 60% untuk pemilik outlet
sehingga praktiknya tidak sesuai dengan perjanjian konsinyasi yang seharusnya
80% untuk pembuat kue 20% untuk pemilik outlet. Ketiga, menurut akad
wadi’ah bi al-ujrah memberikan upah dari hasil penitipan barang harus sesuai
dengan ketentuan dan tidak merugikan sebelah pihak dari hasil penitipan barang,
tetapi perhitungan hasil perjanjian konsinyasi pihak outlet di Kecamatan Kuta
Alam hanya menguntungkan sebelah pihak, dan pembuat kue menjadi pihak
yang dirugikan sehingga hal ini tidak sesuai dengan akad wadi’ah bi al-ujrah
yang seharusnya kedua pihak memperoleh keuntungan yang adil.
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TRANSLITERASI
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987
1. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dengan huruf dan tanda sekaligus.
Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf

Latin.
Huru | Nama | Huruf | Nama | Huruf | Nama | Huruf | Nama
f Latin Arab Latin
Arab
\ Alif tidak tidak Lk ta’ T te (dengan
dilamba | dilamba titik di
ngkan | ngkan bawah)
Q@ Ba’ B Be 35 za 7 zet
(dengan
titik di
bawah)
< Ta’ T Te & ‘ain ‘ koma
terbalik (di
atas)
& Sa’ S es ¢ Gain |G Ge
(dengan
titik di
atas)
z Jim J Je s Fa’ F Ef
C Ha’ h ha 3 Qaf Q Ki
(dengan
titik di
bawah)
¢ Kha’ | Kh kadan |d& Kaf K Ka
ha
3 Dal D De J Lam |L El




Zal

Z zet
(dengan
titik di
atas)

Mim

Em

Ra’

R Er

Nin

En

Zai

Z Zet

Wau

We

Sin

S Es

Ha’

I s| z

Ha

Syin

Sy es dan
ye

Hamz
ah

Apostrof

Sad

S es
(dengan
titik di
bawah)

Ya’

Ye

Dad

d de
(dengan
titik di
bawah)

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
fathah A A
Kasrah I I
dammah U U

2) Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:




Tanda Nama huruf Gabungan huruf | Nama
e fathah dan ya’ Al adani
v fathah dan wau Au adanu
Contoh:
&K kataba d -suila
<l kaifa Jds»  -haula
d=2  -fa‘ala By -Zukira
ChY  -yazhabu
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan | Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
B30 fathah dan alif atau A a dan garis di atas
ya
. - kasrah dan ya’ 1 i dan garis di atas
5.0 dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh:
JG  -gala 2D ramd
ds  -gila 358 -yagilu

4. Ta’ marbutah
Transliterasi untuk ¢@’marbitah ada dua:
1) Ta’ marbitah hidup
Ta’ marbitah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan

dammabh, transliterasinya adalah ‘t’.
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2) Ta’ marbitah mati
Ta’ marbitah yang mati atau mendapat harakat yang sukun,
transliterasinya adalah ‘h’.

’

3) Kalau dengan Kkata vyang terakhir adalah ta’ marbitah itu
ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:a e
JkYliias) -raud ah al-agfal

5554 1l -al-Madinah al-Munawwarah
sl ~talhah
5. Syaddah (Tasydzd)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang

diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
gy -rabband Jd3  -nazzala
phl -al-birr &l -al-hajj
,uﬁ' -nu’ ‘ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu ( J'), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf
gamariyyah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
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2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan
sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti
huruf syamsiyyahi maupunhuruf gamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari

kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:
Jao -ar-rajulu 3L -as-sayyidatu
il -asy-syamsu A& -al-galamu
&l -al-badi‘u B -al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.
Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan

Arab berupa alif.

Contoh:
&3 G —ta” khuziina ¢ 3 -an-nau’
s -syai’un 5 -inna
&5a -umirtu K -akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain
yang mengikutinya.
Contoh:

BB S GHPE P -Wa inna Allah lahuwa khair ar-razigin
-Wa innallaha lahuwa khairurrazigin

O el SERIN 38 508 -Fa auf al-kaila wa al-mizan
Xiii



-Fa auful-kaila wal- mizan

Jadl -Ibrahim al-Khalil
-Ibrahimul Khalil
B L Ha 3l Daa 4l aly -Bismillahi majraha wa mursah
el Za e W e A -Wa lillahi ‘ala an-nasi hijju al-baiti
St ) & Ualel (52 -Man istata ‘a ilahi sabila

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
O3 N 2a2G5  -Wa ma Muhammadun illa rasul
oWl 5o galii &) -Inna awwala baitin wud i‘a linndsi
&5 “5-'-' gsiﬂ -lallazi bibakkata mubarakkan
Gioall 438 058 M) Ylimashels -Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al
Qur anu

-Syahru Ramad anal-lazi unzila fihil qur’anu
chaall 38 4 31 53 -Wa lagad ra’ahu bil-ufuq al-mubin
-Wa lagad ra’ahu bil-ufugil-mubmi
Gl W G5 &8sl - Alhamdu lillahi rabbi al- ‘Glamim
-Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital
tidak dipergunakan.

Contoh:
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G R85 M Geial  -Nasrun minallahi wa fathun qarib
Liex 5V A -Lillghi al-amru jami‘an
ale o035 -Wallaha bikulli syai‘in “alim
10. Tajwid
Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi
ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan llmu Tajwid, karena itu
peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.
Catatan:
Modifikasi
1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Samad Ibn Sulaiman.
2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayriit; dan sebagainya.
3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Realitas masyarakat, dalam transaksi bisnis dapat dilakukan secara
partnership meskipun tidak seluruh kegiatan bisnisnya hasil kolaborasi, seperti
pada perjanjian konsinyasi yang dilakukan antara pemilik toko kue, warung kopi
dan lain-lain dengan pembuat kue, yang biasanya kedua belah pihak saling
membutuhkan untuk melancarkan transaksi bisnis di antara para pihak. Pihak
pemilik toko kue membutuhkan produk kue selain yang dihasilkannnya dari
pihak lain untuk memenuhi kebutuhan varian kue di tokonya. Dalam transaksi
tersebut biasanya membutuhkan kejelasan terhadap pada beberapa hal substantif
untuk menghasilkan kesepahaman dan kesepakatan di antara para pihak.
Kesepakatan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk akad yang mengandung
klausula tertentu yang menjadi dictum kesepakatan yang harus dipahami, dan
dilakukan di antara para pihak tersebut.

Secara fighiyyah, kesepakatan yang dimuat dalam akad memiliki
berbagai bentuk kesepakatan yang memuat kebutuhan dan kesanggupan para
pihak, di antara yang dapat diakadkan dalam bentuk kesepakatan seperti yang
dilakukan antara pihak toko kue dengan pengrajin kue dapat dilakukan dalam
bentuk Wadi ‘ah Bi Al-ujrah. Meskipun pada dasarnya akad wadi’ah itu sendiri
merupakan akad musamma, yang telah memiliki format dan bentuk berdasarkan
ketentuan hukum yang jelas. *

Terdapat berbagai jenis jenis transaksi yang merupakan hasil ijtihad
fugaha terhadap akad-akad figh yang memiliki dalil dalam al quran dan hadist.
Salah satu bentuk akad yang telah diformulasikan tersebut sebagai akad tabaru’
yaitu akad wadi’ah. Secara konseptual akad wadi’ah kepentingan sosial sebagai

sarana untuk membantu masyarakat baik muslim maupun non muslim untuk

! Tagiyuddin An-Nabbani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam,
(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013) him. 103 31 Sayyid Sabiq, Figh Al-Sunnah,
Penerjemah Nor Hasanudin



saling memenuhi dan menjaga pada aspek tertentu seperti menjaga barang
titipan. Menurut fugaha seperti pendapat dalam mazhab Hanafi bahwa akad
wadi’ah pemberian kewenangan dari seseorang kepada orang lain untuk
menjaga hartanya, baik di sampaikan secara terang-terangan dengan ucapan
maupun secara tidak langsung.” Menurut ketiga pendapat ulama mazhab yang
sama yaitu mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanabilah yang menyatakan bahwa
akad wadi’ah merupakan mewakilkan suatu tanggung jawab kepada orang lain
untuk melakukan sesuatu termasuk pekerjaan yang spesifik seperti memelihara
harta tertentu dengan cara tertentu.®

Kemudian yang kedua adanya ujrah, keterkaitan antara wadiah yaitu
akad wadiah bi al-ujrah. Akad al-ujrah berarti upah atau imbalan yang
diberikan yang diminta atas pekerjaan yang telah dilakukan. ujrah dalam hal ini
merupakan imbalan atau upah yang didapatkan dari akad pemindahan hak guna
atas barang ataupun jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. ada
beberapa definisi ujrah menurut para ulama mazhab.* Menurut ulama Hanafiyah,
ujrah adalah akad atau transaksi manfaat dengan imbalan. Yang kedua menurut
ulama Syafi’iyah, ujrah adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki
secara jelas dari harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan
imbalan tertentu. Malikiyah dan Hanabilah berpendapat sama terkait ujrah, yang
merupakan pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama
periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.’

Dari kedua pendapat diatas bahwa akad wadi‘ah bi al-ujrah,
merupakan mewakilkan suatu tanggung jawab kepada orang lain untuk

melakukan sesuatu termasuk pekerjaan yang spesifik seperti memelihara harta

’Sutan Remy Sjahdeni, Perbankan Syariah produk-produk dan aspek-aspek hukumnya.
(Jakarta: Prenadamedia group, 2014), him.351.

*Nasrun Harun, Figh Muamalah, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), him. 244-245.

* Ibid, Abdul Rohman Ghazaly, Dkk. Figh Muamalat , him 277

® Abdul Rohman Ghazaly, Dkk, Figh Muamalat (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010)
him. 277



atau barang dengan cara tertentu dengan diberikannya upah dari hasil
kerjasama dari pekerjaan penitipan barang tersebut kepada pihak penitip.

Seiring berjalannya waktu kegiatan perekonomian semakin
berkembang, salah satunya adalah sistem perjanjian konsinyasi, sistem
perjanjian konsinyasi adalah kerjasama pengiriman atau penitipan barang dari
pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan dengan
memberikan komisi, hak milik atas barang, tetap masih berada pada pemilik
barang sampai barang tersebut terjual, sistem perjanjian penjualan konsinyasi
ini dapat dipakai untuk penjualan semua jenis produk®.

Dalam hubungan dengan penjualan konsinyasi, pihak yang menyerahkan
barang (pemilik) disebut pengamanat (consignor) sedangkan, pihak yang
menerima titipan disebut komisioner (consignee). Pada sistem penjualan
perjanjian konsinyasi ini, pihak pengamanat (consignor) menetapkan perjanjian
mengenai penyerahan hak atas barang dan juga hasil penjualan barang- barang
konsinyasi. Komisioner (consignee) bertanggung jawab terhadap barang barang
yang diserahkan kepadanya sampai barang barang tersebut terjual kepada pihak
ketiga. Komisioner berhak penggantian biaya dan imbalan atas penjualan
tersebut.

Penjualan dengan sistem konsinyasi sendiri memiliki perbedaan dengan
penjualan biasa. penjualan biasa, pada umumnya hak milik dari barang telah
berpindah tangan jika barang telah dikirim oleh penjual kepada pembeli,
sedangkan pada penjualan dengan sistem konsinyasi hak milik barang tetap
berada di tangan pemilik barang walaupun barang sudah berada di tangan
penjual. Hak milik tersebut baru akan berpindah jika barang telah terjual oleh
komisioner kepada pihak lainnya.

Perbedaan lainnya adalah hal biaya operasi yang berhubungan dengan

barang yang dijual. Dalam transaksi penjualan biasa, semua biaya operasi yang

® Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, Syariah Marketing, (Bandung:
Mizan pustaka, 2008), cet ke-4, him.27.
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berhubungan dengan barang yang akan dijual ditanggung oleh pihak penjual,
tetapi dalam penjualan dengan sistem konsinyasi semua biaya yang dikeluarkan
yang berhubungan dengan barang konsinyasi ditanggung oleh pemilik barang.
Ketidakberpindahan hak milik dalam penjualan tersebut menjadi kewajiban dan
hak bagi pemilik barang, sedangkan agen akan menerima fee (komisi) dari
transaksi penjualan barang yang telah laku atau terjual. Kepemilikan atas hasil
penjualan tersebut diaplikasikan dengan penetapan harga dan komisi yang pasti
bagi komisioner.” Perjanjian konsinyasi ini secara umum dapat dilakukan
dengan dua cara, pertama harga jual ke konsumen ditentukan oleh pihak
produsen, sedangkan pihak penjual mendapatkan komisi dari harga penjualan,
yang kedua harga jual ke konsumen ditetapkan oleh pihak penjual atau outlet
dengan menambahkan margin (keuntungan) dari harga yang ditetapkan oleh
produsen, dalam perjanjian konsinyasi ini pihak komisioner atau produsen
menyerahkan hak untuk penjualan barang kepada pihak penerima konsinyasi,
sedangkan kepemilikan barang tetap dimiliki oleh komisioner sepenuhnya.
Konsinyasi bertanggung jawab terhadap barang yang diserahkan kepadanya
sampali barang tersebut terjual kepada pihak konsumen. Menurut sebagian ahli
hukum pada perjanjian konsinyasi ini harga ditetapkan sepenuhnya oleh pemilik
barang sedangkan pihak outlet hanya menerima komisi sebesar 20 % dari hasil
penjualan.

Terkait dengan hasil dari perjanjian konsinyasi adanya hasil akhir dari
sistem perjanjian yaitu hasil perhitungan dari pendapatan keuntungan, yang
merupakan keuntungan dari harga yang sudah ditetapkan sepenuhnya oleh
pemilik barang, kemudian dari hasil penjualan tersebut dibagi keuntungan
kepada pihak outlet sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, perjanjian
konsinyasi ini sama sama menguntungkan kedua belah pihak.

Hasil akhir dari perjanjian konsinyasi merupakan keuntungan dari barang,

system perhitungan yang diterapkan didalam perjanjian konsinyasi dengan hasil

’ Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, ... him. 191
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pembagian keuntungan 20 % bagi pihak penjual barang dan 80% bagi pihak
penitip barang. Seperti halnya pada perhitungan dari hasil penitipan kue pagi
disalah satu outlet yang berada di Gampong Mulia kecamatan Kuta Alam yang
bertempat di Gampong Mulia, dari hasil pengamatan dan juga hasil wawancara
di outlet kue yang bernama Surya kue, penjual nya yang bernama Fahrina pada
kebiasaanya perhitungan hasil dari penitipan kue di outlet tersebut®.

Kue diantar oleh pihak penitip kepada pihak penjual kue, penitip sudah
terlebih dahulu menuliskan jumlah kue yang dititipkan di secarik kertas lalu
kertas tersebut dikasih kepada pihak penjual yang kemudian pihak penjual
menuliskan kembali jumlah kue yang dititipkan kedalam buku pembukuan
biasanya didalam buku tersebut dituliskan nama si penitip, jenis kue yang dititip
serta jumlah kue yang dititip agar memudahkan diwaktu pembagian komisi dan
juga sebagai bukti dari penitipan kue tersebut. pihak penjual tidak menghitung
kembali kue yang telah dititipkan karena kepercayaan yang muncul disebabkan
urf yaitu kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat.

Ketika waktu penitipan yang telah disepakati melalui perjanjian
konsinyasi telah tiba, pihak pembuat kue mengambil komisi, pihak penjual pun
membuka buku pembukuan untuk melihat jumlah kue yang dititipkan lalu
melihat apakah kue tersebut habis atau masih sisa, ketika tahap penjumlahan kue
dengan membagi keuntungan dari hasil perhitungan menggunakan kalkulator,
sesuai dengan yang sudah disepakati bersama. Pihak penjual membagi
keuntungan 20 % untuk pihak penjual dan 80 % untuk pihak penitip kue
biasanya 1 kue diberi harga 1000, 200 untuk pihak penjual 800 untuk pihak
penitip kue.

Sedangkan pihak penjual kue lainnya di Gampong Mulia Kecamatan
Kuta Alam di outlet kue yang bernama Athiah kue, sama halnya juga dengan
hasil wawancara seperti di outlet sebelumnya,pihak pembuat ketika menitipkan

® Hasil wawancara dengan Fahrina, Penjual Kue di outlet Surya kue pada tanggal 11
Agustus 2023 bertempat di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam
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kue sama sama memiliki unsur kepercayaan baik itu si pembuat kue maupun
penjual kue. Kue yang dititipkan oleh si pembuat kue tidak dihitung kembali
oleh penjual. Pihak outlet tersebut menjelaskan jika ada unsur seperti kue yang
terjatuh salah dalam perhitungan kue, resiko tersebut dibebankan seluruhnya
kepada penitip kue karena sudah sesuai dengan perjanjian yang disepakati
bersama. °

Hasil wawancara dengan pemilik outlet kue yang bernama Hamima kue,
penjualan kue yang bertempat di Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam di
outlet tersebut harga kue bervariasi mulai dari harga 1 kue 1000 sampai 2000.
pihak outlet tersebut menjelaskan bahwasanya pada umumnya kue ditempatnya
bersifat premium dengan harga 2000, sistem perhitungan kue harga 2000 jelas
berbeda dengan kue harga 1000, semakin besar harga kue yang telah ditetapkan
semakin besar juga margin (keuntungan) yang didapatklan oleh penjual atau
pemilik outlet dari keuntungan penjualan, kue yang berharga 1000 sedikit
berbeda dengan harga kue yang 2000 dikarenakan proses pembuatan dan bahan
nya yang digunakan ketika pembuatan kue 2000 lebih premium. Dan juga
dikarenakan harga sewa toko outlet yang relatif tinggi di daerah tersebut
sehingga harga kue ditetapkan lebih mahal daripada yang biasanya kue-kue di
tempat lain®

Selanjutnya hasil wawancara dengan pihak penitip atau pembuat kue yang
beralamat di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam yang bernama Jannati
menjelaskan bahwasanya kue buatannya dijual atau dititipkan di warung, outlet
outlet kue pagi yang berada di sekitaran Kuta Alam, ketika mengantar kuenya di
outlet kue maupun warung kopi, terlebih dahulu menuliskan total atau banyak
nya kue yang ingin dititipkan dengan secarik kertas kecil, lalu kertas kecil

tersebut diambil atau dikasih untuk pihak penjual di outlet kue agar dapat

® Hasil wawancara dengan Penjual kue di outlet Athiah kue pada tanggal 20 september
2023 yang bertempat di Gampong Lamdingin Kecamatan kuta Alam

19 Hasil wawancara dengan Penjual kue di outlet Hamima kue pada tanggal 7 oktober
2023 yang bertempat di Gampong lambaro SkepKecamatan Kuta Alam
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menuliskannya di sebuah buku pembukuan. ketika waktu penitipan yang telah
disepakati melalui perjanjian konsinyasi telah tiba, waktunya mengambil
komisi, yang telah dijumlahkan oleh pihak penjual kue, biasanya jannati
mempercayakan sepenuhnya kue yang dititipkan kepada pihak penjual maupun
pihak pemilik warung, baik itu sisa kue yang tinggal maupun kue yang tidak
sengaja terjatuh dan itu semua sepenuhnya dibebankan kepada nya yaitu kepada
pihak pembuat kue yang menitipkan kuenya.**

Hasil wawancara dengan penitip atau pembuat kue lainnya yang
beralamat di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam yang bernama Maimunabh,
menjelaskan kebiasaan dalam penitipan kue yang berada di outlet-outlet yang
berada di kecamatan kuta alam, Maimunah mengatakan bahwasanya ketika kue
yang diantarkan kepihak penjual, kue tersebut hanya berlaku dititipkan saja
dengan membagi sebagian keuntungan dari hasil penjualan kepada pihak outlet,
sedangkan resiko yang terjadi terhadap kue yang dititipkan seperti terjatuh yang
disebabkan konsumen tanpa sepengetahuan pihak outlet itu sepenuhya harus
ditanggung oleh si pembuat kue nya, ketika pembagian keuntungan dari hasil
penjualan, itu sepenuhnya dijumlahkan oleh pihak penjual, si pembuat
menerima uang hasil penjualan tanpa mengkalkulasi ulang keuntungan tersebut,
karena kepercayaan sepenuhnya terhadap pihak penjual yang mempunyai
outlet.*?

Hasil dari wawancara beberapa outlet ditempat lain menjelaskan sistem
perhitungan yang diterapkan dalam 1 kue tersebut diberi harga jual bervariasi
tergantung kuenya ada yang diberi harga 1000 ada juga yang 2000.sistem
perhitungan nya sedikit berbeda, jika harga 1 kue 1000 maka 800 untuk pembuat
kue, 200 untuk pihak penjual atau pemilik outlet, sedangkan yang harga kuenya
2000, keuntungan yang diperoleh 1 kue 1.600 untuk pembuat kue, 400

1 Hasil wawancara dengan Pembuat kue yang bernama Jannati pada tanggal 20
september 2023 yang bertempat di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam

12 Hasil wawancara dengan Pembuat kue yang bernama Maimunah pada tanggal 5
oktober 2023 yang bertempat di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam.
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keuntungan bagi penjual atau pemilik outlet tersebut. Seperti halnya ada 30 kue,
dengan kue yang berharga 1000 ketika dijumlahkan 30.000 x 800 maka
hasilnya 24.000, dan 6000 nya lagi untuk pihak outlet, dan kue yang berharga
2000 ketika dijumlahkan 30.000 x 1.600 maka hasilnya 48.000 yang diberikan
kepada pihak pembuat kue, 12.000 keuntungan bagi penjual atau pemilik outlet.
Berbeda halnya dengan yang terdapat di outlet Kuta Alam, biasanya kue yang
dijual pihak outlet yang berada di Kuta Alam harga kuenya lebih tinggi daripada
harga awal yang ditipkan oleh penitip kue, penitip kue menitipkan kue nya
dengan harga jual 1000, tetapi pihak penjual menjual dengan harga 2000,
penyebabnya dikarenakan harga sewa toko, steling dan juga alat alat bantu kue
yang terbilang mahal. Oleh karena itulah harga kue dibeberapa outlet dikuta
Alam lebih tinggi dibandingkan tempat lainnya.

Biasanya makin banyak pembuat kue menitip kue makin besar juga
margin (keuntungan) bagi pihak outlet kue tersebut. dari hasil wawancara
tersebut saya menanyakan bagaimana jika ada terjadinya unsur penipuan
terhadap perhitungan dari hasil keuntungan maupun kekeliruan dalam
menghitung kue serta ketidakpedulian dari pihak outlet yang menjaga kue .

Oleh karena itu penulis ingin mengkaji secara ilmiah dan akurat tentang
sistem perhitungan hasil pada perjanjian konsinyasi pihak outlet kue di
kecamatan kuta alam dengan menuliskannya dalam bentuk penelitian yang
berjudul “Sistem Perhitungan Hasil Implementasi Perjanjian Konsinyasi
Oleh Pihak Outlet Kue Di Kecamatan Kuta Alam Dalam Tinjauan Akad
Wadi’ah Bi Al-Ujrah”



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis memformat rumusan
masalah sebagai fokus penelitian yang akan penulis analisis sebagai karya
ilmiah dalam bentuk skripsi. Adapun fokus penelitian sebagai rumusan masalah
tersebut yaitu:

1. Bagaimana perhitungan pendapatan dan perjanjian bagi hasil yang
dilakukan oleh pihak pemilik outlet kue dengan pihak pembuat kue
di Kecamatan Kuta Alam?

2. Bagaimana praktik pembagian hasil dari pendapatan penjualan kue
berdasarkan perjanjian konsinyasi yang dilakukan oleh pihak
pemilik outlet dan pembuat kue?

3. Bagaimana tinjauan akad wadi’ah bi al- ujrah pada perhitungan
hasil perjanjian konsinyasi pihak outlet di Kecamatan Kuta Alam?

C. Tujuan Penelitian

Dari yang sudah dipaparkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perhitungan pendapatan dan perjanjian bagi
hasilnya yang dilakukan oleh pihak pemilik outlet kue dengan pihak
pembuat kue di Kecamatan Kuta Alam

2. Untuk menganalisis praktik pembagian hasil dari pendapatan
penjualan kue berdasarkan perjanjian konsinyasi yang dilakukan oleh
pihak pemilik outlet dan pembuat kue.

3. Untuk tinjauan akad wadi’ah bil ujrah pada perhitungan hasil
perjanjian konsinyasi pihak outlet di Kecamatan Kuta Alam

D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka pada dasarnya penting dibuat untuk menghindari adanya
persamaan penelitian dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan
juga untuk mengetahui bahwa hasil dari penelitian penelitian yang telah

dilakukan sebelumnya belum ada peneliti yang membahas mengenai sistem
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perhitungan hasil pada perjanjian konsinyasi pihak outlet kue di Kecamatan
Kuta Alam dalam tinjauan akad Wadi’ah Bi Al Ujrah. Adapun penulis
memaparkan beberapa hasil kajian terdahulu, sebagai berikut:

Pertama. Perjanjian Konsinyasi pada Penjualan Kue di Kecamatan Syiah
Kuala dalam perspektif Akad Iljarah ‘Ala al-mal, yang ditulis oleh Ibnu Katsir
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Ar-raniry pada tahun 2021.
Skripsi ini menunjukkan upaya kesepakatan atara penjual dan pembuat kue
dengan sitem konsinyasi ini. Serta pemasaran yang dilakukan dengan upah yang
didapatkan dalam penjualan kue dengan sistem konsinyasi, dan juga pada
penelitian ini menggunakan tinjauan akad ljarah ‘Ala Amal. Sedangkan pada
penelitian penulis menggunakan akad wadiah bil ujrah dan perbedaan yang lain
juga terkait dengan penambahan sistem perhitungan pada hasil perjanjian
konsinyasi terhadap pihak outlet kue.*®

Kedua, Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Pembagian Keuntungan
dalam Kerja sama Konsinyasi Penjualan Barang (studi kasus di toko andi pasar
pringsewu) yang ditulis oleh Adil Ksatria Darmawan Mahasiswa Fakultas
Syari’ah Universitas Negeri Raden Intan Lampung tahun 2022 skripsi ini
menunjukkan praktik pembagian keuntungan dalam kerjasama konsinyasi di
toko andi pasar pringsewu serta tinjauan hukum tentang pembagian keuntungan
atas kerjasama konsinyasi, skripsi di atas memaparkan kerja sama konsinyasi
penitipan barang disebuah toko lalu dipasarkan kembali oleh pemilik toko
selanjutnya hasil dari konsinyasi yaitu pembagian persentase keuntungan
dengan melihat dari segi tinjauan hukum islam secara umum, perbedaan dari
segi perhitungan persentase dan penggunaan tinjaun hukum islam secara umum,

maka berbeda dengan penulisan skripsi dari penulis yang memakai tinjauan

'3 Ibnu Katsir, “Perjanjian Konsinyasi pada Penjualan Kue di Kecamatan Syiah Kuala
dalam perspektif Akad Ijarah ‘Ala al-mal”.( Skripsi UIN Ar-Raniry), 2021
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hukum islam secara khusus yang menggunakan akad dan juga persentase
pembagian hasil perhitungan barang yang berbeda.**

Ketiga, Jual Beli Kue Kering dengan Sistem Konsinyasi dalam
Perspektif Hukum Islam ( Studi kasus di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok
Kabupaten Banyumas) diajukan oleh Mahasiswa yang bernama lIkfa Aelulu
Anisatul Ummah dari Fakultas Syari’ah jurusan Muamalah universitas Institut
Agama Islam Negeri ( IAIN) Purwokerto 2017. dalam paparan materi dari
skripsi diatas menjelaskan terkait dengan praktik jual beli yang terjadi pada
tempat tersebut dengan sistem konsinyasi. Adapun dari praktik jual beli dengan
sistem penjualan konsinyasi dilihat atau dikaji dari segi tinjauan hukum islam,
penelitian yang dibahas oleh ikfa ini merupakan jual beli kue kering dengan
sistem konsinyasi, sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas konsep
perhitungan hasil dari perjanjian konsinyasi pihak outlet kue.™

Keempat, Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi di
Kantin Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua Kapubapaten Ponorogo yang
disusun oleh Mahasiswa yang bernama Windarti dari jurusan Hukum Ekonomi
Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2020,
didalam skripsi ini terdapat tentang perspektif Hukum islam terhadap praktik
akad konsinyasi di kantin pondok pesantren tersebut, lalu pendapat islam terkait
praktik pengupahan konsinyasi yang diberlakukan di kantin pondok pesantren
tersebut, melihat dari segi perspektif hukum islam yang terjadi dalam praktik
pejualan di kantin pondok pesantren tersebut. tidak adanya kesamaaan dengan
skripsi yang di tulis penulis dikarenakan penulis membahas terkait dengan hasil
dari perjanjian kerjasama konsinyasi dan hasil dari kesepakatan tersebut

timbulnya perhitungan di outlet kue dengan memperoleh hasil akhir keuntungan

14 Adil Ksatria Darmawan, > Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Pembagian
Keuntungan dalam Kerja sama Konsinyasi Penjualan Barang studi kasus ditoko andi pasar
pringsewu. (Universitas Negeri Raden Intan Lampung), 2022.

' |kfa Aelulu Anisatul Ummah, Jual Beli Kue Kering dengan Sistem Konsinyasi dalam
Perspektif Hukum Islam. ( IAIN) Purwokerto 2017
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dari hasil kerjasama, sedangkan skrpsi dari penulis yang bernama Windarti
mengkaji praktik pengupahan di salah satu kantin pondok pesantren.*®
Kelima, Tinjauan Hukum Terhadap pelaksanaan perjanjian antara
pengusaha oleh oleh PT Mega Rasa dengan pensuplai makanan dikota
Pekanbaru, tesis yang dibuat oleh mahasiswa yang bernama Shindy Veronica
Sella 2020. Menjelaskan terkait dengan hasil kerja sama dengan perjanjian
antara pengusaha oleh oleh dengan pensuplai makanan. Sedangkan skripsi yang
di teliti oleh penulis menegenai perhitungan hasil di dalam bentuk perjanjian
konsinyasi terkait kerjasama pihak pemilik outlet kue dengan pembuat kue'’
E. Penjelasan Istilah
Penjelasan istilah merupakan komponen yang penting dalam sebuah
penelitian, penjelasan istilah adalah penjelasan masing masing dari kata kunci
yang terdapat pada variabel judul dan focus pada penelitian, dengan adanya
penjelasan istilah ini diharapkan tidak terjadinya kesalahpahaman terkait judul
dan focus pada masalah yang diteliti oleh penulis, berdasarkan masalah di atas
maka uraian penjelasan istilah dalam penelitian dijelaskan sebagai berikut:
1. Perhitungan
Perbuatan penghitungan atau kalkulasi dan cara cara memperhitungkan
sehingga keluarlah hasil dari perhitungan tersebut, perhitungan bisa juga berarti
proses mempertimbangkan berbagai factor atau dampak dari keputusan yang
diambil. Seperti perhitungan biaya dalam bisnis dan manfaat penting untuk
membuat keputusan yang informatif. ‘2
2. Perjanjian Konsinyasi
Perjanjian merupakan kata yang telah mengalami afiksasi dengan kata

dasarnya janji, janji dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan

'® Windarti, Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi di Kantin Pondok
Pesantren Hudatul Muna Dua Kapubapaten Ponorogo. (IAIN Ponorogo), 2020

'” Shindy Veronicha Sella, “Tinjauan Hukum Terhadap pelaksanaan perjanjian antara
pengusaha oleh oleh PT Mega Rasa dengan pensuplai makanan dikota Pekanbaru ”.
(UIR).Pekanbaru 2020

'8 KBBI. 2018
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persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih
masing masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan..
Konsinyasi berasal dari bahasa inggris yaitu consignment yang berarti
barang barang yang dikirim untuk dititipkan kepada pihak lain dalam rangka
penjualan dimasa mendatang untuk tujuan lain, tetapi hak atas barang tersebut
tetap melekat pada pihak penerima (cosingnor). Penerima titipan barang tersebut
(consignee) selanjutnya bertanggung jawab terhadap penangganan barang
sesuai dengan kesepakatan. Konsinyasi di penelitian ini adalah penitipan kue di
outlet outlet kue yang berada di Kecamatan Kuta Alam.?
3. Outlet Kue
Outlet adalah saluran distribusi atau penjualan produk dari sebuah
perusahaan, outlet biasanya digunakan untuk menjangkau konsumen secara
langsung dan efektif, kue adalah makanan ringan, dari hasil penelitian di
atas, outlet kue merupakan tempat penitipan atau pendistribusian kue dari
sipembuat kepada pihak outlet atau pihak penjual di outlet tersebut.”*
4. Akad Wadi ‘ah Bi Al ujrah
Wadiah merupakan pemberian kewenangan dari seseorang kepada
orang lain untuk menjaga hartanya, baik disampaikan secara terang-
terangan dengan ucapan maupun secara tidak langsung, sedangkan al-ujrah
berarti upah atau imbalan yang diberikan yang diminta atas pekerjaan yang
telah dilakukan®
F. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan suatau proses atau cara yang dilakukan oleh

penulis dalam bentuk mengumpulkan informasi atau data yang digunakan untuk

“Windi Arista, “Pelaksanaan Pernjanjian Konsinyasi Ditinjau Dari Pasal 1338
KUHPerdata”. Palembang : Unitas, 2020), didownload pada e.journal.unitaspalembang.ac.id

20 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia. Yogyakarta, Gadjah
Mada university pres:2010.50
2! Kbbi
22 Chairuman Pasaribu dan Subrawardi, Hukum Perjanjian Islam, Jakarta: Sinar Grafika,1994,
him. 92.
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keperluan penelitian, pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu
memerlukan data data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan
cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas, adapun metode
yang akan digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif, tahapan-tahapan
yang ditempuh dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data sebagai berikut:
1. Pendekatan Penelitian
Penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini memaparkan data
penelitian dengan normatif secara objektif untuk meneliti sistem
perjanjian kerjasama antara penitip kue dengan pihak penjual atau
pemilik outlet kue dan meneliti hasil dari perhitungan pendapatan dari
kerjasama tersebut dengan mengambarkan secara objek atau subjek
penelitian secara apa adanya. data yang diperoleh dianalisis dengan
pendekatan penelitian deskriptif, yaitu menfokuskan bentuk pada kerja
yang dilakukan oleh pihak penitip kue atau pembuat kue dengan pihak
penjual outlet kue yang melakukan bisnisnya di wilayah Kecamatan
Kuta Alam
2. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian dalam karya ilmiah ini adalah kualitatif yaitu
sebuah metode dengan menganalisis serta memecahkan masalah yang
terjadi dan gambaran fenomena dalam praktik penjualan, dilihat serta
didengar dengan hasil penelitian secara lapangan maupun teori, dan juga
terdapat analisis dari buku buku yang berkaitan dengan teori
pembahasan®. Melalui metode deskriptif analisis penulis menganalisa
serta diolah untuk diambil kesimpulan nya mengenai sistem perhitungan
hasil pada perjanjian konsinyasi pihak outlet kue di Kecamatan Kuta
Alam dalam tinjauan akad Wadi ‘ah Bi Al Ujrah®*

% Bambang Waluyo,Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika,
2002),him.15.

** Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2010). him. 82
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3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara untuk memperoleh

keterangan informasi dan bukti bukti, yang diperlukan dalam penelitian,

Dalam penulisan karya ilmiah ini diperoleh dua sumber data, yaitu data

primer dan data sekunder, data primer adalah data yang didapat dengan

penelitian lapangan (Field research) yaitu pada langsung objek yang

akan diteliti. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari membaca

literatur — literatur yang bersumber dari penelitian perpustakaan,

a)

b)

Penelitian Pustaka (Library Research)

Penelitian pustaka yaitu penelitian yang dilakukan untuk
memeperoleh sekunder dari berbagai literature dalam bentuk
buku, artikel jurnal, dan lain lain. Melalui proses membaca,
mempelajari dan mengkaji untuk memperoleh konsep yang akan
digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang
akan diteliti®®
Penelitian Lapangan ( Field Research)

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan
informasi dari berbagai sumber yang merupakan bentuk dari data
primer, penelitian ini sangat penting untuk memperoleh data yang
objektif, sehingga permasalahan penelitian dapat dicari solusi dan
jawaban secara akurat dan tetap sesuai dengan tujuan penelitian.
Untuk mendaptkan data-data dalam menyusun teori ilmiah dan
mengkaji serta menelaah pokok- pokok permasalahan, yang

berkaitan dengan pembahasan penelitian.

him.15.

** Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),
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4. Teknik Pengumpulan Data
Agar mendapatkan data yang diperlukan untuk penelitian, maka penulis
menggunakan wawancara (interview), dokumentasi dan observasi untuk
pengumpulan data.
a. Wawancara (Interview)

Wawancara atau interview adalah metode percakapan yang
dilakukan oleh dua orang dengan bertanya langsung diantaranya ada
interaksi komunikasi anatar pihak, pewancara orang yang memberikan
jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Untuk mendapatkan data yang
dibutuhkan, peneliti akan mengajukan pertanyain mengenai topik
penelitian yang sedang dikaji oleh penulis.”® pertanyaan seputar
penelitian diajukan kepada pihak penjual outlet kue dan juga pihak
pembuat atau penitip kue yang berada di sekitaran Kecamatan Kuta
Alam.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data secara dokumentasi merupakan suatu
cara yang digunakan penulis untuk mendapatkan data primer, dari
dokumen yang berkaitan dengan system perhitungan hasil pada
perjanjian konsinyasi pihak outlet kue dalam tinjauan akad Wadiah Bi
Al Ujrah. Dalam penelitian ini dokumentasi didapatkan dari kegiatan
penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak outlet kue dan
juga pihak penitip kue mengenai sitem perhitungan hasil pada
perjanjian konsinyasi.

c. Observasi
Observasi merupakan proses pengambilan data yang dilakukan
dengan pengamatan terhadap objek ataupun subjek penelitian, dalam
penelitian melalui proses observasi dilakukan dengan melihat dan

26 Moh Kasiram, Metodeologi Penelitian, (Malang:UIN Malang Press,2008),
him. 128
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mengamati proses penitipan kue yang dilakukan oleh pembuat kue serta
dalam proses menjualnya yang diantarkan ke outlet yang berada di
Kecamatan Kuta Alam.?’
5. Instrumen Pengumpulan Data
Dari teknik mpengumpulan data yang dilakukan oleh penulis
masing- masing menggunakan, buku, pulpen, dan Alat perekam suara,
guna untuk mencatat dan mendengar keterangan yang disampaikan oleh
narasumber untuk data penelitian karya ilmiah.
6. Langkah — langkah Analisis Data
Setelah semua data diperoleh, baik itu data sekunder dan primer,
selanjutnya penulis harus lakukan beberapa tahapan untuk menhasilkan
data yang valid. Selanjutnya penulis melakukan pengolahan data,
pengolahan berlaku bagi semua data yang telah diperoleh baik itu dari
hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi, serta dari bentuk
bentuk teori yang terdapat dalam jurnal-jurnal. Penulis mengelompokkan
berdasarkan tujuan masing masing pertanyaan agar memberikan uraian
yang sitematis. Kemudian data yang telah dikelompokkan tersebut di
analisis dengan metode deskriptif, agar mudah untuk dipahami serta
memperoleh validasi yang objektif dan sistematis dari penelitian. Tahap
paling akhir dari pengolahan data adalah kesimpulan, tujuan utama dari
analisis data dan meringkas data dalam bentuk yang mudah dicerna dan
dipahami. Sehingga permasalahan yang diteliti dapat dipelajari dan
teruji.?
G. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan merupakan upaya agar memudahkan pembaca

melihat serta memahami isi dari pembahasan. Yang dilakukan dalam penulisan

2T Anwar Arjanto “Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi di Mirota Batik Kaliurang
Yogyakarta”, Thesis, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, 2010).

2 Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi,teori dan Aplikasi, (Jakarta:Raja
Grafindo Persada, 2005), him.121.
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karya ilmiah oleh penulis, pembahasan karya ilmiah yang sedang diteliti oleh
penulis masing- masing dibagi menjadi 4 (empat) bab, setiap bab menguraikan
pembahasannya masing masing secara sistematis, dan saling terkait dengan bab
yang lainnya. Sistematika pembahasan terdiri sebagai berikut:

Bab satu, Merupakan pendahuluan, bab ini menjelaskan yaitu, latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode
penelitian, dan sistematika pembahasan. Secara umum masing-masing berisi
pendeskripsian, sebagai pengantar agar memahami pembahasan bab-bab
berikutnya.

Bab dua, landasan teori dan konsep yang berhubungan dengan
perhitungan hasil pada perjanjian konsinyasi dalam tinjauan akad Wadiah Bi Al
Ujrah . Bab ini berisi tentang pembahasan teori teori pendukung terkait
permaslahan yang diperoleh dari hasil studi pustaka yang meliputi, Pengertian
Wadiah Bi Al Ujrah, Pendapat Iman Mazhab Tentang Wadiah Bi Al
ujrah,definisi perhitungan dan perjanjian konsinyasi,serta konsep Perhitungan
hasil Pada perjanjian konsinyasi.

Bab tiga, bab pembahasan, membahas tentang sistem perhitungsn hasil
pada perjanjian konsinyasi pihak outlet kue dalam tinjauan akad Wadiah Bi Al
Ujrah, Yang meliputi Sistem Perhitungan Hasil Pada Perjanjian Konsinyasi
Bentuk Pembagian keuntungan dari hasil pendapatan dalam Perjanjian
Konsinyasi,Urgensi dari Sistem Perhitungan Hasil Pada Perjanjian Konsinyasi
Pihak Outlet kue dan Tinjauan Islam Dalam Akad Wadiah Bi Al Ujrah Pada
Hasil Perhitungan Perjanjian Konsinyasi Pihak Outlet Kue di Kecamatan Kuta
Alam.

Bab empat, sebagai Bab Terakhir pada penulisan karya ilmiah
tersebut,yang merupakan bab penutup dari keseluruhan penelitian, pada bab
terkhir berisi tentang kesimpulan dan saran, mengenai masalah penelitian yang

bermanfaat seputar topik pembahasan



BAB DUA
KONSEP AKAD WADI’AH BI AI-UJRAH DALAM FIQH
MUAMALAH DAN KONSINYASI DALAM HUKUM
PERDATA

A. Konsep Akad Wadi’ah Bi Al-Ujrah Dalam Figh Muamalah
1. Pengertian akad Wadi’ah Bi Al-ujrah Dalam Figh Muamalah
Wadi’ah itu diambil dari lafazh wad’a al-sya’i (menitipkan sesuatu)

dengan makna meninggalkannya. Dinamakan sesuatu yang dititipkan
seseorang kepada yang lain untuk menjaganya bagi dirinya dengan wadi’ah
karena ia meninggalkannya pada pihak yang dititipi. Oleh karena itu, secara
bahasa wadi ah berarti sesuatu yang diletakkan pada selain pemiliknya agar
dipelihara atau dijaga. Wadi’ah ini merupakan nama yang berlawanan
antara memberikan harta untuk dipelihara dengan penerimaan yang
merupakan mashdar dari awda’'a (ida’)y ang berarti titipan dan
membebaskan atas barang yang dititipkan.

Akad wadi’'ah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik
individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan
saja si penyimpan menghendakinya.?® Barang titipan dalam figih dikenal
dengan sebutan wadi’ah, menurut bahasa, wadi’'ah ialah sesuatu yang
ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga. 4b8ad 4Sla yie de $23a,
berarti bahwa wadi’ah ialah memberikan, makna yang kedua wadi’ah dari
segi bahasa adalah menerima, seperti seseorang berkata: awda tuhu artinya
aku menerima harta tersebut darinya. 4a£a3 &3l J Wl &llb 4 & secara
bahasa wadi’ah memiliki 2 makna, yakni memberikan harta untuk dijaga

dan pada penerimaannya.*

2 Adiwarman A. Karim, “Bank Islam, Analisis Figih dan Keuangan”, Jakarta : PT.
Raja Grafindo Persada, 2004, him. 23
%0 Ahmad Basri bin Ibrahim, Azman bin Mohd Noor, “The Application of Wadi,,ah
Contract By Some Financial Institutions in Malaysia”, International Journal of Business and
Social Science Vol. 2 No. 3 (January 2011), Tahun 2011, him. 256.
19
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Dalam figh muamalah, wadi’ah dapat diartikan sebagai titipan murni
dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang
harus dijaga dan dikembalikan kapan saja pihak penitip menghendakinya. **

Wadi’ah menurut Pasal 20 ayat (17) Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah (2009) ialah penitipan dana antara pihak pemilik dengan pihak
penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.** Aplikasi
Wadi’ah ~ dalam fatwa DSN-MUI No0.36/DSN-MUI/X/2002 tentang
sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia, bahwa wadi’ah adalah penitipan, yaitu
akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan benda untuk dijaganya
secara layak.®

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud
dengan wadi’ah adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain
dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada
kerusakan pada benda titipan tidak wajib menggantinya, tapi bila kerusakan
itu disebabkan oleh kelalaiannya maka diwajibkan menggantinya.

Menurut fugaha seperti pendapat dalam mazhab Hanafi bahwa akad
wadi’ah pemberian kewenangan dari seseorang kepada orang lain untuk
menjaga hartanya, baik di sampaikan secara terang-terangan dengan ucapan
maupun secara tidak langsung.*

Menurut pendapat ulama mazhab yaitu mazhab Maliki, Syafi’i dan
Hanabilah yang menyatakan bahwa akad wadi’ah merupakan mewakilkan
suatu tanggung jawab kepada orang lain untuk melakukan sesuatu termasuk
pekerjaan yang spesifik seperti memelihara harta tertentu dengan cara

tertentu.*®

%! Nasroen Haroen, Figh Muamalah. .. hlm, 236.

%2 1bid., him. 236.

% 1bid., him. 237.

*Sutan Remy Sjahdeni, Perbankan Syariah produk-produk dan aspek-aspek
hukumnya. (Jakarta: Prenadamedia group, 2014), him.351.

*Nasrun Harun, Figh Muamalah, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), him. 244-245.
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Kemudian yang kedua adanya ujrah, keterkaitan antara wadi’ah yaitu
akad wadi’ah bi al-ujrah. Akad al-ujrah berarti upah atau imbalan yang
diberikan diminta atas pekerjaan yang telah dilakukan. Ujrah di dalam
kamus perbankan syariah yakni imbalan yang diberikan atau yang diminta
atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Ujrah dalam bahasa Arab mempunyai
arti upah atau upah dalam sewa menyewa, sehingga pembahasan mengenai
ujrah ini termasuk dalam pembahasan ijarah, yang mempunyai arti secara
etimologi berasal dari kata al-ajru yang berarti al- ‘iwadh atau pergantian,
dari sebab itulah ats- tsawabu dalam konteks pahala dinamai juga al-ajru
yakni upah. Secara terminologi, ijarah merupakan akad pemindahan hak
guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti
dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.

Ujrah dalam hal ini merupakan imbalan atau upah yang didapatkan
dari akad pemindahan hak guna atas barang ataupun jasa tanpa diikuti
dengan pemindahan kepemilikan. ada beberapa definisi ujrah menurut para
ulama mazhab.*®* Menurut ulama Hanafiyah, ujrah adalah akad atau
transaksi manfaat dengan imbalan. menurut ulama Syafi’iyah, ujrah adalah
transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas dari harta yang
bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. Malikiyah
dan Hanabilah berpendapat sama terkait ujrah, yang merupakan pemilikan
manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu
tertentu dengan suatu imbalan.®
2. Dasar Hukum Akad Wadi’ah Bi Al-Ujrah

1) Dasar Hukum Akad Wadi’ah
Dasar hukum menitipkan dan menerima titipan yaitu boleh.

Wadi’ah  yaitu merupakan suatu amanah bagi yang ditipkan dan

** Abdul Rohman Ghazaly, Dkk. Figh Muamalat, (Jakarta: Prenadamedia Group,
2010). HIm. 277.
¥ 1bid., him. 277.
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berkewajiban untuk menjaganya dengan baik jika suatu aat si pemilik
datang untuk memintanya kembali. Berdasarkan hukum yang
diperbolehkan melakukan Wadi’ah yaitu:
a. Al-Qur’an
Al-Bagarah (28):
(s 1 3358 Uy ki Gyl (800 5 (B LGS 1 9303 41 i (6 3 )5
ey 2 5008 2505 008 LBy cya " Bagaall | 58 ¥ 355 duf (il s Adial oyl

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak seclara
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang
berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai
sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa
kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)
menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa  yang
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang *

Dari penafsiran Kementrian agama Saudi Arabia menjelaskan, Dan
jika kalian tengah bepergian jauh, sedang kalian tidak menjumpai seorang
pencatat bagi kalian, maka serahkanlah kepada pemilik hak (piutang)
sesuatu yang menjadi jaminan di sisinya bagi haknya sampai orang yang
berhutang mengembalikan tanggungan hutangnya. jika sebagian dari kalian
saling percaya dengan yang lain,maka tidak mengapa untuk mengabaikan
pencatatan (transaksi hutang), persaksian dan jaminan barang, dan
kemudian hutang tetap menjadi amanat (tanggungan) pihak penghutang
yang wajib membayarkannya, dia harus merasa diawasi oleh Allah, tidak

menghiananti partnernya itu.

** Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, him. 310
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QS. An-Nisaa(4):58

Cdﬂb\ﬁéﬂu\u&hﬁ\uﬂy&\db%\u—“w‘i\ U:yu\esfum\u\
\Jmu.wutsmu\ E%?S.Euhu&)\u"“\

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang
kamu kerjakan.*

Menurut Tafsir Kementerian Agama (Kemenag RI), surat An-Nisa
ayat 58 memerintahkan agar menyampaikan amanat kepada yang berhak.
Makna dari amanat pada ayat ini merujuk pada sesuatu yang dipercayakan
kepada seseorang untuk dilaksanakan sebaik-baiknya."Kata’amanat' dengan
pengertian ini sangat luas, meliputi ‘amanat’ Allah kepada hamba-Nya,
amanat seseorang kepada sesamanya dan terhadap dirinya sendiri."

b. Hadis

Hadist Rasul yang dapat dijadikan dasar akad transaksi alwadi ‘ah adalah :

l.gJMuJ\ «_ﬂal.a‘x’\ \JAJ.\ U‘é‘s LMJJ\ u\

Artinya: “Tunaikanlah amanat kepada orang yang menitipkan amanat
padamu.”.(HR.Abu Dawud No. 3535 dan Tirmidzi No. 1624,
Hasan Sahih)*

Dalam hadist di atas dapat diartikan bahwa orang yang dititipi amanah
harus dapat menunaikan amanah tersebut tidak terkecuali seorang pemimpin.
Amanah dalam hal ini termasuk sikap, tindakan sesuatu atau semua pekerjaan

yang dilakukan harus dilandasi dengan tanggung jawab yang tinggi serta dapat

*% Abdul Hakim, assulam, Jakarta; Maktabah Sa’adiyah Putra, ... him. 56.
0 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah, (Jakarta:Amzah, 2015), him. 318.
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menjalankan semua tugas dengan sangat baik. Menumbuhkan rasa percaya
kepada anggota dan pelanggan merupakan suatu hal yang tidak mudah
dilakukan karena diperlukan tanggung jawab yang besar. Tetapi Sosok
Shandya dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya dalam menjalankan
bisnis yang dikelolanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Shandyca sebagai
pemimpin perusahaan telah menerapkan prinsip shiddig dan amanah dengan
baik.*!

2). Dasar Hukum ujrah
a. Al-Qur’an
QS. Al-Qashash (28) ayat 26:

..... u,-.M\J\ égjﬂ\ QJAIJ“\ (ra J.-.‘A &\A’;ﬁu“\ Q_ﬂ; Laé.i.‘:a\ S

Artinya: Salah seorang dari wanita itu berkata, wahai bapakku ambillah ia
sebagai pekerja kita, karena orang yang paling baik untuk dijadikan
pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. ....*2

Dalam tafsiran Al-muyassar menjelaskan, Salah seorang wanita itu berkata
kepada bapaknya, “Wahai ayah, jadikanlah ia orang yang bekerja
menggembala ternak untukmu. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang
engkau pekerjakan untuk menggembalakan ternak adalah orang yang kuat
untuk menjaga ternakmu lagi dapat dipercaya yang engkau tidak khawatir ia
akan berkhianat dalam urusan yang engkau percayakan kepadanya.”

b. Hadis

Hadis Riwayat 1Ibnu Majah

A0 Ciag & 38 5381 5l 1 skt

Artinya: “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya
kering.” (HR. Ibnu Majah)*

*! https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei

*2 Departemen Agama Ri, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, him. 310

*3 Al-Qazwini Abi Muhammad lIbn Yazid, Sunan Ibn Majah, Juz li, (Beirut: Dar Al-
Ahya Al-Kutub Arabiyyah, him . 20.
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Hadits ini memerintahkan kita untuk bersegera menunaikan hak pekerja setelah
menyelesaikan pekerjaannya.Karena menunda pembayaran gaji pegawai bagi
majikan yang mampu adalah suatu kezaliman.

3. Rukun dan Syarat Akad Wadi ‘ah Bi Al-ujrah

1). Rukun Wadi’ah dan Syarat Wadi 'ah

Menurut Hanafiyah adalah ijab dan Kabul dengan ungkapan “saya
titipkan barang ini kepada anda”, atau dengan kalimat yang semakna dengan
hal ini kemudian pihak lain menerimannya. Rukun wadi’ah menurut jumhur
ada tiga, yaitu dua orang yang berakad yang terdiri dari penitip dan penerima
titipan (wadi 'danmuwadi’), Sesuatu yang ditipkan (wadi’ah atau muwada’),
dan shighat (ijab dan Kabul)**
Adapun syarat syarat nya sebagai berikut:

a). Dua orang yang berakad (orang yang menitipkan dan yang menerima
titipan). Disyaratkan berakal dan mumayiz meskipun ia belum baligh,
maka tidak sah wadi’ah terhadap anak kecil yang belum berakal dan
orang gila. Menurut Hanafiyah terhadap orang yang melakukan akad
wadi’ah tidak disyaratkan baligh, maka sah wadi’ah terhadap anak
kecil yang diizinkan berdagang karena dia telah mampu menjaga
harta titipan. Begitu juga dengan menerima titipan dari anak kecil
yang mendapat izin. Adapun anak kecil yang dihajru, dia tidak sah
menerima titipan karena ketidak mampuan untuk memelihara harta
titipan. Menurut jumhur, apa yang disyaratkan dalam wakalah berupa
baligh, berakal dan, cerdas.

b). Wadi’ah (sesuatu yang ditipkan). Disyaratkan berupa harta yang biasa
diserah terimakan, maka tidak sah menitipkan burung yang ada
diudara. Benda yang ditipkan harus benda yang mempunyai nilai
(gimah) dipandang sebagai mal.

* Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), him. 117
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c). Shighat (ijab dan gabul), seperti “saya titipkan barang ini kepadamu”.
Jawabnya “Saya terima”. Namun, tidak disyaratkan lafal kabul, cukup

dengan perbuatan menerima barang titipan, atau

2). Rukun dan Syarat Ujrah

a). Menurut jumhur ulama rukun ujrah ada empat, yaitu:*
1) Dua orang yang berakad
2) Sighat (ijab dan gabul)
3) Sewa atau imbalan
4) Manfaat
Adapun syarat-syarat ujrah sebagaimana ditulis Nasrun Haroen sebagai
berikut:*®

1). Terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama syafi’iyah dan
hanabilah disyaratkan telah balig dan berakal.

2). Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan
akad. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini,
maka akad tidak sah.

3). Manfaat yang menjadi objek akad harus diketahui, sehingga tidak
muncul perselisihan dikemudian hari. Kejelasan manfaat itu dapat
dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya.

4). Objek akad boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak
ada cacatnya.

5). Objek akad itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara’

6) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.

*> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Op.cit, him. 278
*® Ibid, him. 279
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B. Perjanjian Konsinyasi dalam Hukum Perdata
1. Pengertian perjanjian konsinyasi dan dasar hukumnya dalam KUH
perdata

Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana para pihak berjanji
untuk melaksanakan sesuatu maupun tidak melaksanakan sesuatu hal,
sehingga isi dari perjanjian tersebut mengikat para pihak yang mengadakan
perjanjian tersebut. *’Adapun pengertian dari perjanjian konsinyasi
merupakan perjanjian yang mana terdapat penyerahan barang dari salah satu
pihak kepada pihak yang lainnya sebagai penitipan dan pihak penerima
memegang barang tersebut untuk dijual sesuai dengan perjanjian yang
mereka buat. Dalam perjanjian konsinyasi ini terdapat suatu asas yaitu asas
kebebasan berkontrak maka dari itu para pihak dapat secara bebas dalam
membuatt perjanjian sesuai dengan kebutuhannya.*®

Perjanjian bernama yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya
sehingga tidak dapat dipisahkan. Di dalam hal ini perjanjian konsinyasi
merupakan perjanjian yang dibentuk dari dua unsur perjanjian bernama yang
terdiri dari perjanjian jual beli dari perjanjian penitipan barang. Masing-
masing dari perjanjian tersebut memiliki pengaturannya di dalam
KUHPerdata.* Kedua perjanjian itu merupakan jenis perjanjian bernama.
Maka dengan demikian perjanjian konsinyasi dapat dikatakan memiliki dasar
pengaturan yang dimuat secara terpisah dalam KUHPerdata karena memuat
unsur jual beli yang dimuat di dalam Pasal 1457 sampai dengan 1460
KUHPerdata serta unsur perjanjian penitipan yang dimuat di dalam Pasal
1694 sampai dengan 1739 KUHPerdata.

" Zaeni Asyhadie dan Arif Rahman, Pengantar llmu Hukum, (PT. Raja Granfindo,
Jakarta: 2013), him. 107.

* Marisa Uliana, 2008, doc/34305325/cessie-konsinyasi-subrogasi, diakses pada
tanggal 10 September 2021.

** Muhammad Maulana,” Analisis Sewa Menyewa Paralel Pada Perusahaan Rent Car
Cv. Harkat Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal Ekonomi, vol 2, No. 2. 2025.
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Adapun klausula yang dimuat dalam perjanjian tersebut berdasarkan
hasil penemuan di lapangan antara lain berupa pembagian hasil penjualan,
pengiriman laporan penjualan, ganti rugi terhadap barang yang rusak serta
penyelesaian masalah bilamana terjadi suatu sengketa. Ketentuan-ketentuan
yang berada di dalam perjanjian tersebut mengikat para pihaknya
sebagaimana mengikatnya undang-undang sesuai dengan apa yang tercantum
dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang berisikan ketentuan salah satunya
memuat tentang perjanjian yang buat mengikat para pihaknya memiliki
kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian
tersebut.®

Masing-masing dari perjanjian tersebut memiliki pengaturannya di dalam
KUHPerdata. Kedua perjanjian itu merupakan jenis perjanjian bernama.
Maka dengan demikian perjanjian konsinyasi dapat dikatakan memiliki dasar
pengaturan yang dimuat secara terpisah dalam KUHPerdata karena memuat
unsur jual beli yang dimuat di dalam Pasal 1457 sampai dengan 1460
KUHPerdata serta unsur perjanjian penitipan yang dimuat di dalam Pasal
1694 sampai dengan 1739 KUHPerdata.”® Adapun klausula yang dimuat
dalam perjanjian tersebut berdasarkan hasil penemuan di lapangan antara lain
berupa pembagian hasil penjualan, pengiriman laporan penjualan, ganti rugi
terhadap barang yang rusak serta penyelesaian masalah bilamana terjadi
suatu sengketa. Ketentuan-ketentuan yang berada di dalam perjanjian
tersebut mengikat para pihaknya sebagaimana mengikatnya undang-undang
sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang
berisikan ketentuan salah satunya memuat tentang perjanjian yang buat
mengikat para pihaknya memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para

pihak yang membuat perjanjian tersebut.

*® Chairuman Pasaribu dan Subrawardi, Hukum Perjanjian Islam, (Jakarta: Sinar
Grafika,1994), him. 92

>l S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan,
(Nuansa Aulia, Bandung: 2015), him. 67.
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Konsinyasi dalam perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(KUH Perdata) menjelaskan bahwa penitipan yang dilakukan di kantor
panitera pengadilan Negeri dalam hal tata cara pembayaran yang dilakukan
oleh debitur dikarenakan kreditur tidak mau menerima pembayaran debitur.
Penolakan kreditur menerima pembayaran oleh debitur, adakalanya bermotif
mencari keuntungan yang lebih besarsesuai Pasal 1404 KUHPerdata™.

Sesuai dengan hal di atas, jika kreditur menolak pembayaran debitur,
maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas utangnya
tersebut. Jika kreditur menolaknya menolaknya, debitur dapat melakukannya
dengan menitipkan uang atau barangnya kepada Pengadilan Negeri, dalam
praktik permohonan konsinyasi yang dilakukan oleh debitur, maka debitur
menjadi penggugat dna kreditur menjadi tergugat. Ketentuan tentang
penawaran pembayaran Yyang dilakukan secara tunai, diikuti oleh
penyimpanan (consignatie/consignasi/konsinyasi) diatur dalam Pasal 1404
sampai dengan Pasal 1412 KUHPerdata.

2. Unsur Unsur Perjanjian Konsinyasi
Konsinyasi dari segi peristilah berdasrkan pengertian dalam
praktik sehari hari dapat disebut dengan penitipan, atau penyerahan
barang oleh pemilik kepada pihak lain dilakukan berdasarkan perjanjian
antara pihak yang memiliki barang dan pihak tertentuk dijadikan dengan
memberikan komisi.>
Konsinyasi berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama terdapat
beberapa karakter perjanjian,yaitu:

1. Perjanjian penitipan

2. Perjanjian Jual Beli

3. Perjanjian Keagenan

4. Perjanjian Distributor

>? pasal 1404 KUHPerdata, R. Subekti, cet 20, (Jakarta: Pradya Paramita, 1995).
> Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2015), him. 235.



30

Perjanjian konsinyasi antara distro dan supplier tidaak diatur secara
khusus dalam KUHPerdata. Akan tetapi, hal ini merupakan realistis didalam
masyarakat dan lahirnya perjanjian berdasarkan asas kebebasan mengadakan
perjanjian partij otonomi yang berlaku dalam hukum perjanjian. Dalam kontrak
kerjasama konsinyasi antara distro dan supplier hanya terdapat dua pihak yang
terlibat di perjanjian tersebut. Petama, supplier sebagai pemilik ataupun
penyuplai barang. Kedua, distro sebagai tempat penjualan dan tempat
mendistribusikan barang. >*Oleh karena itu, hak dan kewajiban dari pembuat
kontrak kerja sma konsinyasi, yaitu distro dan supplier mengembangkan sistem
ini lebih terata dan terbentuk kepastian hukumnya.

Perjanjian konsinyasi berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak.
Berdasarkan paparan sebelumnya mengenai pengertian konsinyasi, pengertian
konsinyasi dalam praktik sehari-hari, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya
unsur unsur konsinyasi sebagai berikut:

1. Unsur Perjanjian
Unsur Pemilik Barang
Uunsur Pihak yang dititipkan barang
Unsur barang yang dititipkan
Unsur penjualan

Unsur komisi

ERCIREE ORI

Jika unsur tersebut tidak diterapkan akan membuat transaksi atau
perjanjian tidak dapat disebut perjanjian konsinyasi. Seluruh unsur tersebut
harus ada pada saat melakukan penjualan konsinyasi.”

3. Hak dan Kewajiban Para pihak dalam Hukum Perdata
Hukum perdata, pada hakikatnya merupakan hukum yang mengatur

kepentingan antara warga perseorangan yang satu dengan warga lainnya.

> Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Rineka Cipta,
2004), him. 210.
> bid,. HIm. 210.
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Pemenuhan hak sebagai pelaksanaan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak
di dalam kontrak yang harus ditaati, mengingat dalam proses pembuatan
kontrak para pihak melakukannya atas dasar adanya asas kebebasan
berkontrak, itikad baik dan janji harus ditepati. Kontrak melahirkan hak dan
kewajiban karena didasarkan pada Pasal 1338 KUHPerdata dan memenuhi
syarat-syarat dalam Pasal 1320, sehingga perjanjian yang dibuat merupakan
hukum atau undang undang yang mengikat bagi para pihak untuk
dilaksanakan. Apabila antara pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka
dituntut oleh pihak lain karena melakukan ingkar janji terhadap kontrak yang
dibuat.

Pemenuhan hak yang dilakukan sebagai pemenuhan kewajiban sesuai
kesepakatan para pihak dalam kontrak dilakukan oleh pihak yang cakap dalam
melakukan perbuatan hukum termasuk juga kontrak yang dibuat terbatas pada
hal hal tertentu dan tujuan pembuatan kontrak hukum didasarkan pada itikad
baik. Apabila para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak
yang dibuat, maka Buku Il KUHPerdata, mengatur mengenai ganti rugi yang
diakibatkan karena terjadinya ingkar janji sebagaimana diatur dalam Pasal
1243 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata. Ganti rugi karena
perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.>

4. Akibat Hukum dari Perjanjian Konsinyasi terhadap Para Pihak
Penerimaan dari kreditur merupakan syarat sahnya suatu penyimpanan,
penitipan, selain itu, putusan hakim pada pengadilan negeri juga dapat
menyatakan sahnya suatu penyimpanan atau penitipan yang dilakukan oleh
debitur melalui notaris atau juru sita. KUHPerdata mencakup normative bahwa
jika pengambilan benda atau uang yang disimpan atau dititipkan di pengadilan

negeri telah ada suatu putusan hakim yang mempunyai kekuatan tetap, maka

% Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Yogyakarta, Gadjah
Mada University Press: 2010), him. 50.

>’ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakri,
2000), him. 20.
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pengambilan itu tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan

dan turut berutang atau para penanggung utang (borg) karena dibebaskan dari

perikatan.

Penitipan atau pembayaran di pengadilan berkekuatan sebagai
pembayaran atau pelaksanaan prestasi oleh debitur, sehingga ia bebas dari
perikatan yang bersumber dari kontrak yang dibuatnya dengan kreditur.
Adapun (benda/barang) yang disimpan atau dititipkan itu adalah tanggung
jawab kreditur.®

Akibat hukum lain yang disebabkan oleh adanya penitipan atau
penyimpanan yang dilakukan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan
dalam KUHPerdata, sebagai berikut:

1) Biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan konsinyasi itu harus
dibayar oleh kreditur atau pihak yang mempunyai hak penerima prestasi
(vide Pasal 1407 KUH Perdata tentang pembayaran tunai, yang diikuti
pleh penyimpanan atau penitipan).

2) Selama yang dititipkan tidak diambil oleh kreditur, debitur dapat
mengambilnya Kembali dalam hal itu pihak ketiga yang berkepentingan
dan turut berutang dan para penanggung utang tidak dibebaskan (vide
Pasal 1408 KUH Perdata Tentang Pembayaran Tunai, yang Diikuti Oleh
Penyimpanan atau Penitipan)®®

3) Jika debitur sendiri telah memperoleh suatu putusan hakim yang
mempunyai kekuatan hukum tetap (terakhir dan mengikat), dan dengan itu
putusan penawaran yang dilakukannya telah dinyatakan sah, debitur tidak
dapat mengambil kembali apa yang dititipkan untuk kerugian pihak ketiga
yang berkepentingan dan turut berutang dan para penanggung utang,

meskipun dengan izin dari kreditur (vide Pasal 1409 KUH Perdata

> Muhammad Syaifuddin, Memahami Kontrak, dalam Perspektif Filsafat, Teori,
Dogmatik dan Praktik Hukum (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), him.418
% Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam, (Bandung: Alfabeta, 2013), him. 20.
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Tentang Pembayaran Tunai, yang Diikuti Oleh Penyimpanan atau
Penitipan).

4) Pihak ketiga yang berkepentingan dan turut berutang dan para penanggung
utang dibebaskan juga, jika sejak hari pemberitahuan penyimpanan telah
melampui 1 (satu) tahun, tanpa menyangkal sahnya penyimpanan itu (vide
Pasal 1410 KUH Perdata Tentang Pembayaran Tunai, yang Diikuti Oleh
Penyimpanan atau Penitipan)®

5) Kreditur yang telah mengizinkan uang atau benda yang dititip itu diambil
Kembali oleh debitur setelah penitipan dikuatkan dengan putusan hakim
yang mempunyai kekuatan tetap (terakhir dan mengikat), tidak dapat lagi
mendapatkan pembayaran piutangnya (pelaksanaan prestasinya),
menggunakan hak-hak istimewanya atau hipotik-hipotik (dan tanggungan)
yang melekat pada piutang tersebut (vide Pasal 1411 KUH Perdata tentang
pembayaran tunai, yang diikuti Oleh Penyimpanan atau Penitipan)®*

Penjelasan tentang akibat hukum penetapan konsinyasi terhadap
masing pihak dilihat yaitu:

a. Akibat Hukum Konsinyasi terhadap Debitur pada Pasal 1404 ayat 2
penawaran dan konsinyasi disebutkan bersamasama, namun bukan
berarti, bahwa halnya kalau tindakan itu dilakukan sebagai satu
kesatuan saja, baru menimbulkan akibat hukum. Kedua tindakan itu
bisa dibedakan dan merupakan tindakan dengan syarat-syarat
tersendiri. Penawaran pembayaran tunai, yang diikuti dengan
konsinyasi atau penitipan, membawa akibat, bahwa perikatannya
menjadi batal, demikian pasal 138 sub.

b. Bahwa perikatan hapus karena penawaran pembayaran diikuti

dengan konsinyasi atau penitipan. Ketentuan pasal tersebut ternyata

% Zaeni Asyhadie dan Arif Rahman, Pengantar llmu Hukum, (PT. Raja Granfindo,
Jakarta; 2013), him. 107.

®! Muhammad Syaifuddin, Memahami Kontrak, dalam Perspektif Filsafat, Teori,
Dogmatik dan Praktik Hukum, him. 419.
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tidak cocok dengan kata-kata dalam pasal 1408, yang mengatakan
bahwa selama yang dititipkan belum diambil oleh kreditur, maka
debitur berhak untuk mengambilnya kembali, kalau perikatannya
saja sudah batal, bagaimana mau diambil kembali, oleh karena itu,
pasal tersebut harus diartikan lain, yaitu bahwa penawaran yang
diikuti dengan penitipan itu memang belum membebaskan debitur
tetapi perikatannya sendiri tidak/belum menjadi hapus.®” Pasal 1404
ayat 2, yaitu penawaran yang demikian diikuti dengan penitipan
“membebaskan debitur”.%®

Atas uang/barang yang dititipkan, kreditur setiap waktu boleh
menyatakan menerimanya. Jadi seakan-akan ada penawaran yang
ditujukan kepada kreditur untuk menerimanya atau tidak, karena
sebagaimana dikatakan bahwa antara debitur sebagai orang yang
menitipkan barang/uang dengan pihak yang menerima penitipan
barang, ada perjanjian penitipan barang. Dalam hal kreditur,
sekalipun telah pernyataan berharga dari pengadilan mengenai
penitipan barang debitur untuk kepentingan kreditur, menyetujui
pengambilan kembali barang tersebut oleh debitur, maka akibatnya
perikatan lama hapus tak dapat lagi melakukan penagihan dengan
menggunakan hak istimewa dan hipotik.80 Pasal 1407 menetapkan,
bahwa apabila penawaran pembayaran dan konsinyasi/penitipan
dilaksanakan menurut undang-undang, maka semua biaya untuk
pelaksanakan penawaran pembayaran dan konsinyasi menjadi

tanggungan kreditur.

62 Satrio, Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan (Jakarta: PT. Citra Aditya
Bakti, 1996), him.298-300.
63 Asmawi, Studi Hukum Islam (Yogyakarta: Sukses Offset, 2012), 107.
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c. Akibat hukum penetapan konsinyasi terhadap penerima titipan,
debitur dan pihak ketiga Antara debitur asal (yang menitipkan)
dengan pihak penerima konsinyasi/penitipan ada hubungan hukum
penitipan barang, pihak penerima konsinyasi/penitipan berkedudukan
sebagai debitur dan orang yang menitipkan (debitur dari barang yang
ditawarkan kepada kreditur dan selanjutnya dititipkan) sebagai
kreditur selama kreditur atau untuk siapa barang itu dititipkan belum
menerimanya. Bahwa dengan penitipan saja, maksudnya dengan
ditutupnya perjanjian penitipan barang, hak milik barang yang
dititipkan masih ada pada debitur dan diakuinya hak debitur untuk
mengambil barang tersebut.®*

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa konsinyasi atau
penitipan yang dinyatakan sah atau berharga oleh pengadilan, ditinjau dari sudut
debitur mempunyai akibat hukum yang sama sebagai suatu pembayaran yang
sah, bahkan seandainya debitur dengan izin kreditur mengambil kembali apa
yang telah dititipkan.

Dalam hal batas waktu kreditur untuk menentukan sikapnya apakah
menerima barang/uang yang dititipkan tidak diatur secara jelas dalam Undang-
Undang maka debitur serta merta tidak menentu nasibnya. Oleh karena itu, demi
kepastian hukum, Undang-Undang dalam Pasal 1410 menetapkan itu, kreditur

tidak menyangkal keabsahan penyimpanan itu, maka debitur bebas.®

* Muhammad Syaifuddin, Memahami Kontrak, him. 417.
6% J. Satrio, Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan, him.302



BAB TIGA
REALISASI PERHITUNGAN PENDAPATAN DARI
PERJANJIAN KONSINYASI DI OUTLET KUE KEC. KUTA
ALAM MENURUT AKAD WADIAH BI AL-UJRAH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Kesepakatan pada Perjanjian
Konsinyasi
Kecamatan Kuta Alam sebagai salah satu dari sembilan Kecamatan yang
berada dalam wilayah kota Banda Aceh. Secara historis, pada awal
pembentukannya, Kecamatan Kuta Alam mencakup 17 gampong, dengan
Ibukota Kecamatan berada di Gampong Bandar Baru. Namun, dengan adanya
Peraturan Daerah Kota Banda Aceh No. 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang Baru maka dibentuklah beberapa
Kecamatan baru yaitu Kecamatan Bandar Raya, Kecamatan Jaya Baru,
Kecamatan Ulee Kareng, Kecamatan Kuta Raja dan Kecamatan Lueng Bata
telah menyebabkan perubahan wilayah, maka sebagian wilayah Kecamatan Kuta
Alam berkurang dan membentuk Kecamatan baru yaitu Kecamatan Kuta Raja
sebagai pecahan dari kecamatan Kuta Alam, dan sampai saat ini Kecamatan
Kuta Alam sekarang terdiri atas 2 mukim, 11 gampong, dan 57 dusun, yaitu
mukim Lam Kuta terdiri dari 6 gampong dan 29 dusun, sedangkan mukim Kuta
Alam terdiri dari 5 gampong dan 28 dusun.®
Kecamatan Kuta Alam terdiri atas beberapa Gampong yaitu sebagai
berikut:
1). Gampong Peunayong
2). Gampong Laksana
3). Gampong Mulia
4). Gampong Keuramat

5). Gampong Kota Baru

% Sigap, https://keckutaalam.sigapaceh.id/, diakses pada tanggal 04 Juli 2024.
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6). Gampong Beurawe
7). Gampong Kuta Alam
8). Gampong Bandar Baru
9). Gampong Lambaro Skep
10). Gampong Lamdingin
11). Gampong Lampulo

Dan batas-batas wilayah Kecamatan Kuta Alam sebagai berikut:
1). Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Baiturrahman
2). Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kecamatan Syiah Kuala
3). Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Jaya Baru
4). Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Meuraxa®’

Kecamatan Kuta Alam merupakan salah satu kecamatan yang memiliki
banyak outlet kue, Kecamatan Kuta Alam ini termasuk kecamatan dengan
memiliki penduduk yang sangat padat dikarenakan wilayah Kuta Alam ini
berada di pertengahan Kota Banda Aceh, di sekitaran Kecamatan Kuta Alam
banyak nya central-central bisnis baik ritel, restauran, cafe, dealer motor,
warkop, pasar masyarakat,sekolah, dan bisnis lainnya. Salah satu usaha yang
digeluti masyarakat sebagai usaha home industry adalah usaha membuat kue
dengan berbagai jenis varian seperti kue risol mie sowa, donat, pai, pastel dan
kue kue tradisional lainnya. Kue yang diproduksi oleh masyarakat ini
biasanya dititipkan kepada pihak pemilik warung ataupun outlet-outlet kue.

Berdasarkan data yang diperoleh, usaha home industri ini lazimnya
merupakan usaha sampingan yang dibuat oleh ibu-ibu rumah tangga dengan
jumlah skala produksi yang sangat terbatas. Hal ini disebabkan biasanya
pihak produsen kue ini membuatnya sendiri ataupun dibantu oleh anggota
kel.uarga, oleh sebab itu kapasitas produksi yang dihasilkan oleh ibu rumah
tangga ini cenderung hanya pada kisaran puluhan atau ratusan potong perhari

%7 Sigap, https://kutaalamkec.bandaacehkota.go.id/?page_id=958, diakses pada tanggal
04 Juli 2024.
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kecuali untuk orderan tertentu yang dibutuhkan oleh personal ataupun usaha-
usaha catering serta outlet kue yang membutuhkan kegiatan-kegiatan
tertentu.®® Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan di wilayah
Kecamatan Kuta Alam ini terdapat beberapa titik lokasi penjualan kue yang
khusus menjajakan dagangan hasil home industri ini dan biasanya hanya
dilakukan di pagi hari untuk kebutuhan anak-anak sekolah, mahasiswa dan
juga orang kantoran yang membutuhkan makanan untuk sarapan, seperti
yang terdapat digampong Mulia, Laksana, Lamdingin, Peunayong, Lambaro
Skep, Beurawe dan beberapa tempat lainnya. Ada beberapa outlet kue yang
terdapat di Kecamatan Kuta Alam sebagai berikut:
Tabel 1. Daftar Nama Outlet Kue di Kecamatan Kuta Alam

NO Nama Outlet Kue Alamat

1. | Dapur Arini Gampong Peunayong

2. | Hamima Kue Gampong Lambaro Skep
3. | Athiah Kue Gampong Lamdingin

4. | Surya Kue Gampong Mulia

5. | Bunda Kue Gampong Laksana

6. | Elisa Kue Gampong Beurawe

Sumber: data observasi dan interview di Kecamatan Kuta Alam

Selanjutnya penulis juga mengamati objek titipan yang dilakukan oleh
pembuat kue ada yang membuat kue basah, kue kering dan juga berbagai
jenis gorengan dan juga nasi bungkus serta berbagai jenis bubur serta snack
lainnya yang dibutuhkan masyarakat untuk sarapan. Penulis juga melakukan
interview dengan pihak pembuat kue yang menitipkan kuenya ditempat

penjualan ini bahwa kue-kue buatan mereka sebagai hasil olahan rumah

% Wawancara dengan pembuat kue yang bernama Eka julianti pada tanggal 14 juli
2024 yang bertempat di Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam
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tangga ini. Sebagian besar diolah dan dibuat saat dini dan pagi hari sehingga
umumya makanan tersebut merupakan fresh product dan higienis.®

B. Sistem Perhitungan Pendapatan dan Bagi Hasil pada Perjanjian
Konsinyasi Penjualan Kue di Kecamatan Kuta Alam.

Realitas masyarakat dalam transaksi bisnis dapat dilakukan secara
partnership meskipun tidak seluruh kegiatan bisnisnya hasil kolaborasi, seperti
pada perjanjian konsinyasi yang dilakukan antara pemilik toko kue, warung kopi
dan lain-lain dengan pembuat kue, yang biasanya kedua belah pihak saling
membutuhkan untuk melancarkan transaksi bisnis di antara para pihak. Pihak
pemilik toko kue membutuhkan produk kue selain yang dihasilkannnya dari
pihak lain untuk memenuhi kebutuhan varian kue di tokonya. Dalam transaksi
tersebut biasanya membutuhkan kejelasan terhadap pada beberapa hal substantif
untuk menghasilkan kesepahaman dan kesepakatan di antara para pihak.
Kesepakatan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk akad yang mengandung
klausula tertentu yang menjadi dictum kesepakatan yang harus dipahami, dan
dilakukan di antara para pihak tersebut.

Dalam praktik usaha penjualan kue pada perjanjian konsinyasi dalam
penjualan kue adalah suatu bentuk kerja sama antara pembuat kue dan penjual
kue (pihak pemilik outlet) di mana kue-kue tersebut dititipkan kepada penjual
untuk dijual kepada konsumen. Berdasarkan dari isi perjanjian konsinyasi
persentase keuntungan yang didapatkan harus lebih besar margin keuntungan
yang diperoleh oleh pembuat kue selaku pemilik dari kue dan sebagian
keuntungan nya 20% diberikan kepada pihak penjual kue atau pemilik outlet
kue. Dalam perjanjian ini, penjual tidak membeli kue-kue tersebut dari pembuat
kue, tetapi hanya bertindak sebagai perantara yang menjual kue,pihak outlet
dengan pihak pembuat kue menyepakati beberapa hal terutama tentang bagi

hasil yang diperoleh dari penjualan kue tersebut, biasanya yang menetapkan

% Wawancara dengan pembuat kue yang bernama Kasmiati pada tanggal 14 juli 2024
yang bertempat di Gampong Lamdingin Kecamatan Kuta Alam
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bagi hasil ialah pihak pembuat kue karena didasarkan dari jenis kue dan
modal yang dibutuhkan, kue yang berada di outlet Kecamatan Kuta Alam
bervariasi harganya mulai dari harga Rp.2000 sampai puluhan ribu, kue
yang dititipkan dengan harga Rp 2000 mulai dari kue risol mayo, piscok,
timphan dan lain lain, adapun kue yang berharga belasan sampai puluhan
ribu seperti kue brownies cake maupun kue bolu, kue-kue yang terdapat di
outlet tersebut ada yang diproduksi oleh outlet itu sendiri dan juga
dititipkan oleh penitip kue lainnya, dalam penelitian yang sedang penulis
teliti lebih memfokuskan tentang kue yang dititipkan oleh pembuat kue
yang berharga Rp.2000. pada umumnya penetapan harga kue ditetapkan
oleh pembuat kue saat menitipkan kuenya.”

Daftar harga kue yang ditetapkan outlet Kecamatan Kuta Alam
sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Harga Kue di Outlet Kecamatan Kuta Alam

No Nama jenis Kue Harga Satuan Kue
1. | Risol Rp.2000
2. | Piscok Rp.2000
3. | Mie sowa Rp.2000
4. | Timphan Rp.2000
5. | Pai Rp.2000

Sumber: data observasi dan interview di Kecamatan Kuta Alam

Sebagian pembuat kue yang berada di Kecamatan Kuta Alam
menjelaskan biasanya kue yang dititipkan di outlet kue maupun tempat
lainnya diberi harga Rp .1000, Rp.800 untuk pihak pembuat kue, Rp.200
untuk pihak penjual atau pemilik outlet kue, tetapi yang terjadi didalam

proses penjualan kue yang terdapat di outlet yang berada di Kecamatan

7 Hasil wawancara dengan pembuat kue yang bernama Linda pada tanggal 14 Juli
2024 yang beralamat di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam
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Kuta Alam kue cenderung dinaikkan harga dari penetapan harga yang
ditetapkan pembuat kue Rp.1000, menjadi harga Rp.2000, disebabkan oleh
adanya beberapa hal yang mempengaruhi jalan nya proses penjualan baik
itu dari segi tempat yang higienis maupun dari segi peralatan yang
digunakan untuk memudahkan dalam pengambilan kue. Dapat diketahui
bahwa perjanjian kosinyasi di dalam praktik penjualan kue ini dilakukan
secara lisan hubungan antara pembuat kue dengan pihak pemilik outlet
kue.™

Pada implementasi perjanjiannya dalam proses pemasarannya, pihak
penjual kue hanya bersifat pasif dengan menempatkan kue di wadah yang
telah disediakan. Pada penetapan sistem perjanjian konsinyasi, dalam
proses transaksi pihak outlet tidak memiliki risiko karena risiko sepenuhnya
ditanggung pihak pembuat kue. Pihak pembuat juga menyatakan bahwa usaha
yang dilakukan tersebut sebagai bisnis kecil-kecilan namun penghasilan yang
didapatkan sangat penting untuk mendukung kebutuhan sehari-hari mereka
sehingga pekerjaan yang digeluti tersebut secara serius untuk kebutuhan rumah
tangga namun produksi yang dihasilkan sangat terbatas karena modal yang
dimiliki juga terbatas dan sistem pemasaran sangat kecil hanya dititipkan di
tempat penjualan kue.”

Dengan demikian pihak pembuat kue selalu mengandalkan pihak outlet
kue, lapak kue dan tempat lainnya dalam proses penjualan kue. Secara tradisi
dan kebiasaan yang terjadi di dalam masyarakat Kecamatan Kuta Alam pihak
outlet kue memang mengandalkan pasokan kue dari para produsen untuk
kebutuhan masyarakat yang menjadi konsumennya. Sehingga pemilik outlet kue
tidak perlu mencari kue untuk kebutuhan outlet nya, karena pihak pembuat kue

secara rutin dan terbuka akan mengantarkan kue hasil produksinya ke outlet kue

"™ Hasil wawancara dengan pemilik outlet kue yang bernama Athiah Kue pada tanggal
15 Juli 2024 yang beralamat di Gampong Laksana kecamatan Kuta Alam

"2 Hasil wawancara dengan pembuat kue yang bernama Linda pada tanggal 14 Juli
2024 yang beralamat di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam
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dan lapak kue serta tempat lainnya yang ada di seputaran wilayah Kecamatan
Kuta Alam, begitupun sebaliknya pembuat kue juga mengandalkan outlet kue
untuk lebih mudah memasarkan kue-kue yang telah diproduksinya.”
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pembuat kue yang
bernama Eliya beralamat di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam. Eliya
menjelaskan bahwa kue-kue yang diproduksinya biasanya dititipkan ke warkop,
lapak kue pagi, dan juga outlet-outlet besar yang berada diseputaran Kuta Alam.
Biasanya kue yang dititipkan di outlet memiliki yang sedikit berbeda dengan
harga kue yang dititipkan di lapak kue pagi. Eliya menitipkan kue buatannya
disebuah outlet dengan harga awal Rp.1000, harga yang dijual pada outlet
tersebut Rp. 2000 per kue, sedangkan pembagian hasil dari penjualan Rp. 1.200
untuk pihak outlet, dan Rp.800 untuk pembuat kue. Hal ini sesuai dengan
kesepakatan pembuat kue dengan pemilik outlet kue, karena penghasilan
penjualan kue sangat penting untuk membantu kebutuhan sehari-hari.
Meskipun keuntungan Rp. 800 yang diperoleh pihak pembuat kue tidak
memadai atau mencukupi kebutuhannya. Selanjutnya peneliti  juga
mewawancarai pembuat kue yang bernama Kasmiati di Gampong Lamdingin
Kecamatan Kuta Alam,Kasmiati adalah seseorang yang menggeluti pekerjaanya
yang sudah berlangsung selama 15 tahun, menjelaskan dari tahun ke tahun
penitipan kue di outlet-outlet memang sangat berbeda dari tempat- tempat
lainnya, terutama pada penetapan harga kue nya, tetapi disebabkan adanya
kebutuhan pihak pembuat kue untuk memasarkan kuenya, jadi para penitip kue
tidak mempermasalahkan hal tersebut, yang terpenting kue nya laku dan habis
terjual. Sebelum melakukan penitipan biasanya pihak pemilik outlet sudah
terlebih dulu memberitahu sistem penjualan dan pembagian hasil dari penjualan

kue. Hal yang membuat pembuat kue menitipkan kue nya walaupun laba

" Hasil wawancara dengan pembuat kue yang bernama Kasmiati pada tanggal 14 Juli
2024 yang beralamat di Gampong Lamdingin Kecamatan Kuta Alam

™ Hasil wawancara dengan pembuat kue yang bernama Eliya pada tanggal 14 Juli 2024
yang beralamat di gampong Lambaro Skep
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keuntungan yang didapatkan dari penjualan kecil, pembuat kue dapat
mempromosikan kuenya di outlet tersebut, karena biasanya outlet yang
dititipkan merupakan outlet — outlet besar yang terdapat di Kecamatan Kuta
Alam. ™

Pembagian hasil keuntungan dari penjualan kue yang disesuaikan
dengan akad Wadiah Bi Al-Ujrah. Sistem perhitungan yang diterapkan pada 1
kue diberi harga jual bervariasi tergantung jenis kuenya, ada yang diberi harga
Rp.1000 ada pula yang Rp.2000. Sistem perhitungannya sedikit berbeda, jika
harga 1 kue Rp.1000 maka Rp. 800 untuk pembuat kue, Rp.200 untuk pihak
penjual atau pemilik outlet, sedangkan kue dengan harga Rp.2000, keuntungan
yang diperoleh 1 kue Rp.1.600 untuk pembuat kue, Rp.400 keuntungan bagi
penjual atau pemilik outlet tersebut. Seperti halnya ada 30 kue, dengan kue yang
berharga Rp.1000 ketika dijumlahkan Rp.30.000 x Rp.800 maka hasilnya Rp,
24.000, dan Rp.6000 nya lagi untuk pihak outlet, dan kue yang berharga
Rp.2000 ketika dijumlahkan Rp.30.000 x Rp.1.600 maka hasilnya Rp.48.000
yang diberikan kepada pihak pembuat kue, Rp.12.000 keuntungan bagi penjual
atau pemilik outlet. "

Berbeda halnya dengan outlet yang terdapat di Kuta Alam, biasanya kue
yang dijual pihak outlet yang berada di Kuta Alam harga kuenya relatif lebih
tinggi daripada harga awal yang dititipkan oleh penitip kue, penitip kue
menitipkan kue nya dengan harga jual Rp.1000, tetapi pihak penjual menjual
dengan harga Rp.2000, disebabkan oleh harga sewa toko, steling dan juga alat-
alat bantu kue yang terbilang mahal. Oleh karena itulah harga kue dibeberapa
outlet di Kuta Alam lebih tinggi dibandingkan tempat lainnya. Sistem bagi hasil

yang terdapat di dalam praktik penjualan di Kecamatan Kuta Alam, harga per

"> Hasil wawancara dengan pembuat kue yang bernama Kasmiati yang beralamat di
Gampong Lamdingin Kecamatan Kuta Alam pada tanggal 14 Juli 2024

’® Hasil wawancara dengan pemilik outlet kue yang bernama Athiah Kue pada tanggal
15 Juli 2024 yang beralamat di Gampong Laksana kecamatan Kuta Alam
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kue seperti kue risol, mie sowa, piscok dan kue lainnya, dengan satuan harga
Rp.2000. Maka yang diperoleh oleh pembuat kue Rp.800 per kue, dan
keuntungan yang diperoleh oleh pemilik outlet kue Rp.1.200, seperti halnya
dalam 1 jenis kue dititipkan 30 kue dengan kue yang berharga Rp.2000 ketika
dijumlahkan 30 x Rp.2000 maka hasilnya Rp.60.000 keuntungan yang
didapatkan dari penjualan 30 kue, yang didapatkan pembuat kue 30x800 maka
hasilnya Rp.24.000, sedangkan yang diperoleh oleh pemilik outlet kue
30%1.200 maka hasilnya Rp.36.000, jadi pemilik outlet kue mwndapatkan 60%
dari keuntungan penjualan kue dan pembuat kue mendapatkan 40% dari
keuntungan penjualan.
C. Praktik Pembagian Hasil dari Pendapatan Penjualan Kue dengan

Perjanjian Konsinyasi di Kec. Kuta Alam Banda Aceh

Pembagian hasil dilakukan dengan presentase bagi hasil 20% untuk
penjual dan 80% untuk pembuat kue, namun untuk kasus yang terdapat di
outlet yang berada di kecamatan Kuta Alam harga kue sedikit berbeda dari
harga kue yang terdapat dilapak lapak kue pagi lainnya. Pada salah satu
outlet yang terdapat di Gampong Peunayong bernama Dapur Arini,
menyediakan berbagai macam kue mulai dari kue kering, kue basah,
maupun kue-kue tradisional lainnya, di outlet kue tersebut juga tersedia kue
pagi yang dititipkan oleh pembuat kue dengan berbagai macam varian kue.

Pemilik outlet yang bernama Arini menjelaskan bahwa harga kue yang
dipasarkan pada outlet kuenya dimulai dari harga Rp.2000 untuk kue pagi,
penitip kue menitipkan kue dengan kisaran harga Rp.1000 tetapi ketika di
pasarkan harga kue dinaikkan sedikit lebih besar daripada harga awal
disebabkan oleh harga sewa toko, tempat yang terbilang higienis sehingga
kuenya tahan lebih lama daripada biasanya dan alat bantu dalam proses
transaksi yang terbilang cukup mahal. Oleh karena itu harga kue pagi di

Dapur Arini terbilang lebih mahal daripada harga awal dari penitip kue.
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Adapun pada pembagian hasilnya harga awal ketika kue dititipkan oleh
pembuat kue dengan harga Rp.1000, ketika batas waktu pengambilan uang
hasil dari penjualan yang telah ditetapkan tiba, kue yang diberi harga
Rp.2000, Rp.1.200 untuk pihak penjual atau pemilik outlet kue, dan Rp.800
untuk pihak penitip kue. Dijelaskan kembali bahwasanya kesepakatan
pembagian hasil tersebut sudah sesuai dengan perjanjian kesepakatan
diawal ketika penitip kue menitipkan kuenya pertama kali. Pemilik outlet
juga sudah terlebih dahulu menanyakan dengan harga kisaran berapa kue
tersebut dititipkan.”

Sama halnya dengan outlet kue yang bernama Hamami kue, penjual
kue yang bernama Ami menjelaskan bahwa sebagian dari kue yang terdapat
di outletnya bersifat premium dan harganya juga Rp.2000 per kue, dengan
sistem pembagian dan perhitungan berdasarkan hasil penjualan. Untuk
pembagian keuntungan juga sama seperti yang terdapat di outlet kue Dapur
Arini, Ami menjelaskan pada kebaisaanya kue tersebut sebagian dikemas
dengan dimasukkan kedalam palstik bening supaya higienis. Oleh karena
itu kue di outlet tersebut terbilang lebih mahal dan untuk persentase
pembagian hasil dari keuntungan juga Rp.800 untuk pembuat kue, Rp.1.200
untuk pihak outlet. Transparansi dalam proses penjualan diterapkan dengan
sangat baik, tetapi jika ada kue yang dititipkan terjatuh ataupun adanya sisa,
kue tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pihak penitip kue.

D. Perspektif Akad Wadi’ah Bi Al- Ujrah Pada Perhitungan Hasil
Perjanjian Konsinyasi Pihak Outlet di Kecamatan Kuta Alam
Terdapat berbagai jenis transaksi yang merupakan hasil ijtihad fugaha

terhadap akad-akad figh yang memiliki dalil dalam Al-Quran dan hadist. Salah

satu bentuk akad yang telah diformulasikan tersebut sebagai akad tabaru’ yaitu

"7 Hasil wawancara dengan pemilik outlet kue yang bernama Dapur Arini pada tanggal
15 juli bertempat di Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam

’® Hasil wawancara dengan pemilik outlet kue yang bernama hamami kue, pada tanggal
15 Juli yang bertempat di Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam
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akad wadi’ah. Secara konseptual akad wadi’ah kepentingan sosial sebagai
sarana untuk membantu masyarakat baik muslim maupun non muslim untuk
saling memenuhi dan menjaga pada aspek tertentu seperti menjaga barang
titipan. Menurut fugaha seperti pendapat dalam mazhab Hanafi bahwa akad
wadi’ah pemberian kewenangan dari seseorang kepada orang lain untuk
menjaga hartanya, baik disampaikan secara terang-terangan dengan ucapan
maupun secara tidak langsung.”

Menurut ketiga pendapat ulama mazhab yang sama yaitu mazhab
Maliki, Syafi’i dan Hanabilah yang menyatakan bahwa akad wadi’ah
merupakan mewakilkan suatu tanggung jawab kepada orang lain untuk
melakukan sesuatu termasuk pekerjaan yang spesifik seperti memelihara harta
tertentu dengan cara tertentu, keterkaitan antara wadi’ah yaitu akad wadi ‘ah bi
al-ujrah. Akad al-ujrah berarti upah atau imbalan yang diberikan yang diminta
atas pekerjaan yang telah dilakukan. ujrah dalam hal ini merupakan imbalan
atau upah yang didapatkan dari akad pemindahan hak guna atas barang ataupun
jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Adapun masing-masing
ulama mazhab memiliki definisi ujrah yang berbeda-beda®

Menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ujrah adalah akad atau
transaksi manfaat dengan imbalan. Menurut ulama Syafi’iyah, ujrah adalah
transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas dari harta yang
bersifat mubah dan dapat ditukarkan dengan imbalan tertentu. Malikiyah dan
Hanabilah berpendapat sama terkait ujrah, yang merupakan pemilikan manfaat
suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan
suatu imbalan.®

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam sistem penjualan barang menurut

akad wadi’ah bi al-ujrah:

Sutan Remy Sjahdeni, Perbankan Syariah produk-produk dan aspek-aspek
hukumnya. (Jakarta: Prenadamedia group, 2014), him.351.

% |bid, Abdul Rohman Ghazaly, Dkk. Figh Muamalat , him. 277.

81Nasrun Harun, Figh Muamalah, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 244-245.
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1). Pemeliharaan dan Penjualan Barang

Dalam perjanjian konsinyasi, penerima konsinyasi bertindak sebagai
penjaga dan penjual barang. Akad wadi’ah bi al-ujrah dapat diterapkan
dalam konteks ini, di mana penerima konsinyasi menerima barang untuk
disimpan dan dijual, dan mendapatkan ujrah atau imbalan atas jasanya.

2). Perhitungan Hasil

Hasil penjualan barang konsinyasi dikurangi dengan ujrah atau komisi
yang telah disepakati. Misalnya, jika kue terjual dengan harga satuan
Rp.2000 dan ujrah yang disepakati adalah 20%, maka penerima konsinyasi
akan menerima Rp400 sebagai upah, dan sisanya 80% Rpl1.200 akan
diberikan kepada penitip kue. Berbeda dengan penjualan yang terjadi di
beberapa outlet-outlet kue yang berada di Kecamatan Kuta Alam, yaitu
dengan persentase 40% dari penjualan diberikan kepada penitip kue dan 60
% untuk pemilik outlet kue.

Dalam implementasi akad wadiah bi al-ujrah pada penjualan kue yang
dilakukan antara pihak pembuat kue dengan pihak penjual kue, dalam praktik
kerjasamanya pihak penjual kue tidak langsung bekerja untuk menjual kue
titipan, karena pada prinsipnya yang dilakukan oleh para pihak ini merupakan
kegiatan yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Pada
hakikatnya penjual kue atau pemilik outlet kue, berusaha membantu dengan
menampung titipan pihak penitip kue agar dapat menyajikan amaupun
memeperjualbelikan kepada konsumen, atau pihak konsumen biasanya
langsung mengambil sendiri pada tempat yang telah disediakan.

Menurut sebagian pakar hukum perdata, perjanjian konsinyasi
merupakan perjanjian campuran yang dibentuk dari beberapa transaksi atau

perjanjian bernama, yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya sehingga



48

tidak dapat dipisahkan. Dalam hal ini perjanjian konsinyasi merupakan
perjanjian yang dibentuk dari dua perjanjian bernama vyaitu titip atau
penitipan dan perjanjian jual beli.®
Analisis data yang didapatkan dari praktik penjualan kue di Kecamatan
kuta alam sebagai berikut:
1). Nilai mark up pada penjualan kue di Kecamatan Kuta Alam
Seperti yang diketahui nilai mark up ialah jumlah atau persentase
yang ditambahkan oleh penjual pada biaya pokok atau harga beli suatu
produk untuk menentukan harga jualnya. Mark up ini digunakan oleh
penjual untuk menutupi biaya operasional dan menghasilkan
keuntungan. Sama halnya yang terjadi di beberapa outlet yang telah
penulis teliti, pihak pemilik outlet menaikkan harga kue yang ditipkan
dari harga awal Rp.1000 menjadi Rp.2000 karena faktor pemilik outlet
ingin menutupi biaya operasional harga sewa toko, gaji karyawan dan
alat bantu dalam proses penjualan.®
2). Rata- rata jumlah kue yang laku dan pendapatan yang diperoleh
pembuat kue dengan pemilik outlet
Terdapat berbagai jenis kue seperti mie sowa, risol, pastel, timphan,
piscok, pai, dan kue lainnya. Dalam 1 jenis kue biasanya pembuat kue
menitipkan 30-50 kue, jika terdapat 20 jenis kue yang ditetapkan harga
RP.2000 per kue maka 50 x 20 maka hasilnya Rp.1000 x Rp.2000
hasilnya Rp.200.000 keuntungan dari pendapatan penjualan Kkue,
keuntungan yang didapatkan oleh pembuat kue Rp.80.000 sedangkan
keuntungan yang diperoleh pemilik outlet kue Rp.120.000.

8 Salim, HS, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia, Cetakan VII,
(Jakarta; Sinar Grafika, 2005), him. 18.

% Hasil wawancara dengan pemilik outlet kue Elisa kue yang beralamat di Gampong
Beurawe Kecamatan Kuta Alam pada tanggal 15 Juli 2024
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BAB EMPAT

PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka
dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam praktik usaha penjualan kue pada perjanjian konsinyasi pihak
outlet dengan pihak pembuat kue menyepakati tentang penjualan kue
sebagai produk pedagang, termasuk pembagian keuntungan yang
diperoleh dari penjualan kue. Biasanya yang menetapkan pembagian
keuntungan dari pihak pembuat kue yang didasarkan dari modal
pembuatan kue dan cita rasanya termasuk tingkat kerumitan proses
pembuatannya. Kue yang dijual pihak outlet yang berada di Kuta Alam
harganya relatif lebih tinggi daripada harga awal yang dititipkan oleh penitip
kue.

2. Pada realitanya praktik pembagian hasil dari pendapatan penjualan kue
berdasarkan perjanjian konsinyasi yang dilakukan oleh pihak pembuat kue
dengan pemilik outlet di Kecamatan Kuta Alam ditetapkan bahwa 40%
untuk pembuat kue dan 60% bagi pemilik outlet kue. Sedangkan
menurut perjanjian konsinyasi pembagian hasil dilakukan dengan
persentase bagi hasil 20% untuk pemilik outlet dan 80% untuk pembuat
kue. Sehingga praktiknya tidak sesuai dengan implementasi perjanjian
konsinyasi.

3. Dalam tinjauan akad wadi’ah bi al-ujrah merupakan suatu amanah bagi
pihak yang dititipkan seperti barang dan berkewajiban untuk menjaganya
dengan baik, dilandasi dengan tanggung jawab yang tinggi dan memberikan
upah dari hasil penitipan barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang jelas

dan transparansi disepakati kedua belah pihak, serta tidak merugikan
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sebelah pihak dari hasil penitipan barang. Namun pada praktik perhitungan
hasil perjanjian konsinyasi pihak outlet di Kecamatan Kuta Alam hanya
menguntungkan sebelah pihak, dan pembuat kue menajadi pihak yang
dirugikan sehingga hal ini tidak sesuai dengan akad wadi’ah bi al-ujrah

yang seharusnya kedua pihak memperoleh keuntungan yang sama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan

adalah:

1. Diharapkan kepada pihak pemilik outlet dalam pembagian persentase
keuntungan dari hasil penjualan kue dilakukan dengan adil dan sama-
sama menguntungkan bagi kedua belah pihak, serta adanya transparansi
dalam proses pembagian dari hasil penjualan.

2. Diharapkan kepada pemilik outlet agar membagi persentase keuntungan
dari hasil penjualan kue sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam
perjajian konsinyasi.

3. Diharapkan kepada pembuat kue dan pemilik outlet kue untuk
memahami terlebih dahulu bagaimana konsep perjanjian konsinyasi dan
bagaimana impemenatasi tentang kerjasama dari akad wadiah bi al-

ujrah
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Lampiran 3 Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul : Sistem Perhitungan Hasil Implementasi Perjanjian

A.

Konsinyasi Oleh Pihak Outlet Kue Di Kecamatan Kuta

Alam Dalam Tinjauan Akad Wadi’ah Bi Al-Ujrah
Bagaimana perhitungan pendapatan dan perjanjian bagi hasil yang
dilakukan oleh pihak pemilik outlet kue dengan pihak pembuat kue di
Kecamatan Kuta Alam?

Pertanyaan:

1.

10.

Bagaimana kesepakatan yang dilakukan antara pihak pembuat kue dengan
pihak toko kue di Kec. Kuta Alam, Apa saja ketentuan utama dalam
perjanjian konsinyasi antara pemilik outlet dan pembuat kue?

Berapa harga jual per kue yang ditetapkan oleh outlet kue di Kecamatan
Kuta Alam?

Apa saja komponen biaya produksi yang harus diperhitungkan (misalnya,
bahan baku, tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya)?

Berapa total biaya produksi per kue yang dikeluarkan oleh pembuat kue?
Apakah ada biaya tambahan atau biaya variabel yang harus
dipertimbangkan dalam perhitungan pendapatan?

Bagaimana pemilik outlet menentukan harga jual kue kepada konsumen?
Bagaimana ketentuan mengenai pengembalian kue yang tidak terjual
kepada pembuat kue?

Bagaimana kondisi pasar di Kecamatan Kuta Alam mempengaruhi strategi
pembagian hasil antara pemilik outlet dan pembuat kue?

Berapa persentase bagi hasil yang disepakati antara pemilik outlet dan
pembuat kue?

Bagaimana mekanisme pembagian pendapatan antara pemilik outlet dan

pembuat kue?
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B. Bagaimana praktik pembagian hasil dari pendapatan penjualan kue

berdasarkan perjanjian konsinyasi yang dilakukan oleh pihak pemilik outlet

dan pembuat kue.?

Pertanyaan:

1.
2.

10.

11.

Bagaimana sistem pembukuan dan pelaporan penjualan dilakukan?
Bagaimana cara menghitung pendapatan bersih dari penjualan kue
sebelum dilakukan pembagian hasil?

Berapa persentase keuntungan yang diterima pihak penjual dan pihak
pemilik kue dari hasil keuntungan penjualan kue?

Apakah pembuat kue memperoleh laporan penjualan yang transparan dan
terperinci dari pemilik outlet?

Bagaimana jika kue yang dititipkan tidak laku?

Bagaimana konsekuensi ketika kue yang telah diambil oleh konsumen
terjatuh dilantai, pihak manakah yang harus menggung kerugian

Apakah konsekuensi yang didapatkan ketika pembuat kue tidak
transparan dalam perhitungan jumlah kue yang dititipkan?

Apakah perjanjian ini menetapkan tanggung jawab masing-masing pihak
terhadap kerusakan atau kehilangan kue sebelum terjual?

Apakah ada biaya tambahan atau potongan tertentu yang diterapkan
sebelum pembagian hasil dilakukan?

Apakah ada perbedaan pembagian hasil jika kue terjual dalam jumlah
besar dibandingkan dengan jumlah kecil?

Apakah praktik penitipan kue pada outlet yang berada di kecamatan kuta

alam sudah sesuai dengan unsur perjanjian konsinyasi?



Lampiran 4 Dokumentasi

Wawancara dengan pemilik outlet kue

Wawancara dengan outlet kue Dapur Arini
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Wawancara dengan outlet hamimi kue



Wawancara dengan pembuat kue

60

Wawancara dengan pembuat kue yang bernama Eliya Ratna
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Wawancara dengan pembuat kue yang bernama Kasmiati
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Wawancara dengan pemilik outlet kue Bunda



